1. Kementerian/Lembaga

2. VIS

3, MISI

FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

: BADAN KEPEP;IDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

: Lembaga yang hiandal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas

* Keluarga
2 .Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
3.Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
4 Memfasilitasi Pembangunan Keluarga

5.Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten

4, Sasaran Strategls dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

. l.Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengeloiaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

SNGAIEE i SecRiien i DR IR e R
01 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3.864.6577

Persentase |aju pertumbuhan penduduk (LPP) 1.27
Angka kelahiran total {total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 236
tahun)
Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence 65.4
rate/CPR)
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet 10.48
need){%)
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 153€°19 42

tahun)
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Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49

01 | Program Dukungan Manemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 6762644 0.0 0,0 00| 6762644 71591501 754.6363]| 799.525,6
03 | Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 18.500,0 0,0 00f 00| 185000| 2050011 220000 234999
04 | Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN 286.701,1 0,0 0,0 00| 286.701,1| 495.652,5] 482.4955] 4937819
06 | Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 2.883.1923 0,0 0,0 0,012.883.192,3 13.009.776,7 1 3.111.673,9 1 3.332.062,5
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FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Sasaran Strategis : 1.Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
3. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
4. Unit Organisasi . Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

tt:

e o KLt i
0l Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh 28831923
tingkatan wilayah

Jumlah peserta KB baru /PB (juta) 6,96
Jumlgh pembinaan peserta KB aktif/PA (juta) 30,02
Persentase peserta KB aktif MKJP 21,1
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat 257
putus pakai} kontrasepsi
Persentase remaja perempuan 15-19 tahun vang menjadi Ibu dan atau 9.25%
sedang hamil anak pertama
Persentase PUS yang memiliki pengctahﬁan dan pemahaman tentang 21
semua jenis metode kontrasepsi modern
Persentase keluarga yang mentiliki pemaharnan dan kesadaran tentang 20
fungsi keluarga
Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana 49
Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan 42

Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) 1
yang akurat dan tepat waktu
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Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis

antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan

lainnya

ayat

amanat pasal 14
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3313 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan 116.657.0 0,0 0,0 0,0 116.657,04- 189.458,1( 1989310 208.877.7
Keluarga
3314 Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK 11.223.0 0,0 0,0 0,0 1122304~ 11.7839 12.373,0 12.991,7
a3is Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja 7.940.0" 0,0 0,0 0,0 794004 7.3964 7.770,0 8.173,4
3316 Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah 1.213.094.3 4,0 0,0 0,0 1.213.094,3¥1.331.785,3 | 1.441.175,6 | 1.576.630,5
kXl Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 7.749.0 0,0 0,0 0,0 7.748.0  12.703,8 13.974,1 15.371,6
3318 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan 10.287,0 0,0 0,0 0,0 10.287.0v 20.763,9 20.763.9 20.763,9
3319 | Pembinaan Ketahanan Remaja 3.643,5 0,0 0.0 0,0 8643517 99113] 103069 107088
3320 Peningkatan Kualitas Keschatan Reproduksi 8.750,0 0.0 0,0 0,0 8.750,07 81375 85444 89716
3322 Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus : 7.481,0 0,0 0,0 0,0 748004 154520 16.166,0 22.069,0
3323 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1.787.5 0.0 0,0 0.0 778754, 5.788,0 6.201,1 6.6554
3324 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 7.320.0 0,0 0,0 0,0 732007 90.3900 9.898,5 10.758,0
3325 Kerjasama Pendidikan kependudukan 7.067.0 0,0 0,0 0,0 7.067,04  7.860,5 84079 8.939.7
3326 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 5.968,0 0,0 0.0 0.0 596307 62660 6.581.0 69100
3327 Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Keschatan Pelayanan KBKR 8.157,0 0,0 0.0 0,0 815704 6.620,0 8.930,0 10.818,0
3328 Analisis Dampak Kependudukan 80140 0.0 0.0 0,0 201409 96177 10.579.4 113374
3329 Perencanaan Pengendalian Penduduk 8.191.2 0,0 0,0 0,0 3. l9l,2‘) 2.1943 24138 2.655,1
3330 Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program' KKBPK 18.290,0 0,0 0,0 0.0 1829007 14.692,0 15.145.8 15941,5
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3331 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan 1.420.572.8 1.420.572,8 | 1.258.956,0 | 1.313.511,5] 1.373.489,2
Keluarga Provinsi I »
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : 1.Terlaksanarlya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Perencanaan Pengendalian Penduduk
5. Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Pengendalian Pendudukan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang 10 {sektor)

dimanfaatkan Sebagai Basis Perencanaan

Pembangunan
Jumlah analisis lanjut proyeksi 144
penduduk pada setiap tingkatan
(Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota)
Jumlah Parameter Kependudukan pada 144
setiap tingkatan (Nasional, Provinsi,
Kabupaten/kota)
Jumlah Mitra Kerja yang Akuif dalam 8
Perencanaan Pengendalian penduduk
Jumlah Profil Kependudukan dan 144
Pembanginan
Jumlah tenaga yang kompeten dalam 108

pengelolaan data kependudukan

Jumlah Materi Pengelolaan Data dan 5
Informasi Kependudukan




Persentase Daerah yang mendapatkan

pembinamll kualitas program
perencanaan pengendalian penduduk

7. Rincian Kegiatan !

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraa:j: Maju)

0l Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan 10 (sektor) 8.151.2 12 14 16 21943 241381 26551
Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan (sektor) | {sektor) | (sektor)
Jumlah analisis lanjut proyeksi penduduk pada setiap tingkatan 144 95 1.374,0
(Nasional, Provinsi, Kabupatentkota) Jumiah analisis lanjut proyeksi
pendudnk pada setiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten'ko
Jumlah Parameter Kependudukan pada setiap tingkatan (Nasional, 144 16,0 22972
Provinsi, Kabuparen‘kota)
Jumiah Mitra Kerja yang Aktif dalam Perencanaan Pengendalian 8 125,0 1.000,0
penduduk
Jumlah Profil Kependudukan dan Pembangunan . 144 2,1 3000
Jumlah tenaga yang kompeten dalam pengelolaan data 108 74 8000
kependudukan
Jumiah Materi Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan 5 1370 6850
Persentase Daerah yang mendapatkan pembinaan kualitas program 40 434 1.7350
perencanaan pengendalian penduduk




B. Sumber Pendanaan
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01 Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang ] £.191,2 0,0 0,0 0.0 8.191,2
dimanfaatkan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan | : 3 ‘
Jumlah analisis lanjut proyeksi penduduk pada setiap ' BLK 1.374,0 0,0 0,0 0.0 1.374.0
tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota) Jumlah ||
analisis lanjut proveksi penduduk pada setiap tingkatan
(Nasional, Provinsi, Kabupaten/ko
1.3740 0,0 0,0 0,0 1.374,0 | Pusat
Jumiah Parameter Kependudukan pada setiap tingkatan |  BLK 22972 0,0 0,0 0,0 2.297,2
(Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota) :
22972 0,0 0,0 0,0 2.297,2 | Pusat
Jumlah Mitra Kerja yang Akiif dalam Perencanaan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Pengendalian penduduk
1.000,0 0.0 0,0 0,0 1.000,0 | Pusat
Jumlah Profil Kependudukan dan Pembangunan BLK 300,0 0,0 0,0 00 3000
3000 0,0 0,0 0,0 300,0 | Pusat
Jumlah tenaga yang kompeten dalam pengelolaan data BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
kependudukan
800,0 0,0 0,0 0.0 800,0 | Pusat
Jumiah Materi Pengelolaan Data dan Informasi " BLK 6850 0,0 00 0,0 635,0
Kependudukan :
685.0 0,0 0,0 0,0 685,0 | Pusat
Persentase Daerah yang mendapatkan pembinaan BLK 1.735,0 0.0 0,0 0,0 1.735,0
kualitas program perencanaan pengendalian penduduk )
1.735,0 0,0 0,0 0,0 1.735.0 | Pusat




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

0} | Pengelolaan data dan informasi 0,0 0,0
kependudukan yang dimanfaatkan i
Sebagai Basis Perencanaan ‘
Pembangunan

Jumlah analisis lanjut proveksi KE 0,0 0,0 00-00-0000 (0-00-0000 0,0 0,0 0,0
penduduk pada setiap tingkatan
(Nasional, Provinsi,
Kabupaten/kota) Jumlah
analisis lanjut proyeksi
pendudiuk pada setiap tingkatan
(Nasional, Provinsi,
Kabupaten/kota)

Jumlah Parameter KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0.0
Kependudukan pada setiap
tingkatan (Nasional, Provinsi,
Kabupaten/kota)

Jumiah Mitra Kerja yang Aktif KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
dalam Perencanaan ‘
Pengendalian penduduk

Jumlah Profil Kependudukan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0.0
dan Pembangunan

Jumlah tenaga yang kompeten KE 0,0 0,0{ 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
dalam pengelolaan data
kependudukan

Jumlah Materi Pengelolaan KE 6,0 0,0 00-00-0000 00-060-0000 0,0 0,0 0,0
Data dan Informasi
Kependudukan




Persentase Daerah yang

. mendapatkan pembinaan

* kualitas program perencanaan
pengendalian penduduk
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! FORMULIR 3
RENCAD:JA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

! TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan - : Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
5. Unit Organisasi : Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

6. Sasa

35% sektor;20%
berwawasan kependudukan pada semua sektor di provi
tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota

Persentase Provinsi, Kabupaten dan 15
Kota yang memasukan isu

kependudukan kedalam Renstra

Persentase Kabupaten dan Kota yang 60

telah menyusun Grand Design
Pembangqnan Kependudukan (GDPK)

Jumtah materi sinkronisasi kebijakan 6
pengendalian kvantitas penduduk

Jumlah tenaga pengelola dan mitra kerja 170
yang kompeten dalam pengelolaan
program pengendalian penduduk dan
penyerasian kebijakan kependudukan
(Pusat dan Provinsi)

Tersedianya Indeks Pembangunan |
Berwawasan Kependudukan )




7. Rincian Kegiatan |

[

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraah Maju)

P VS - - pupp—

2l Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan | 35% sektor;20% 5.968,0 40% 45% 50% 6.266,0} 6.581,0( 6.910,0
pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota provi sektor;25% | sektor;30% | sektor;35%
provi provi provi
Persentase Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memasukan isu 15 94,2 1.413,0
kependudukan kedalam Renstra
Persentase Kabupaten dan Kota yang telah menyusun Grand Design 60 10,0 602,0
Pembangunan Kependudukan (GDPK)
Jumlah materi sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas 6 1490 8940
penduduk
Jumiah tenaga pengelola dan mitra kerja yang kompeten dalam 170 9.8 1.672,0
pengelolaan program pengendalian penduduk dan penyerasian
kebijakan kependudukan (Pusat dan Provinsi)
Tersedianva Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 1 5280 528.0
Jumlah sektor pusat dan provinsi yang memanfaatkan IPBK




B. Sumber Pendanaan I

01 Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan ' 59680 0,0 0,0 0,0 5.968,0
: kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi | .
dan Kab/Kota ' !
Persentase Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ‘ BLK 1.413,0 0,0 0,0 0.0 1.413,0
memasukan isu kependudukan kedalam Renstra ;
i 1.413,0 0,0 0,0 0,0 1.413,0 | Pusat
Persentase Kabupaten dan Kota yang telah memyusun . BLK 602,0 0,0 0,0 0,0 602,0
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) '
602,0 0,0 0,0 0,0 602,0 | Pusat
Jumilah materi sinkronisasi kebijakan pengendalian BLK 894,0 0,0 0,0 0,0 8940
kuantitas penduduk
894,0 0,0 0,0 0,0 894.0 | Pusat
Jumlah tenaga pengelola dan mitra kerja yang kompeien BLK 1.672,0 0,0 0,0 0,0 1.672,0
dalam pengelolaan program pengendalian penduduk dan
penyerasian kebijakan kependudukan (Pusat dan
Provinsi)
1.672,0 0.0 0,0 0,0 1.672,0 | Pusat
Tersedianya Indeks Pembangunan Berwawasan BLK 528,0 0,0 0,0 0,0 5280
Kependudukan
5280 0,0 0,0 0,0 528,0 | Pusat
Jumlah sektor pusat dan provinsi yang memanfaatkan BLK 859,0 0,0 0,0 0,0 8590
IPBK :




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

0

—

Terwujudnya kebijakan 0,0 0,0
pembangunan yang !
berwawasan kependudukan :
pada sernua sektor di tingkat
pusat, provinsi dan Kab/Kota

Persentase Provinsi, KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0,0 0,0
Kabupaten dan Kota yang

memasukan isu
kependudiukan kedalam
Renstra

Persentase Kabupaten dan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Kota yang telah menyusun
Grand Design
Pembangunan
Kependudukan (GDPK)

Jumlah materi KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0.0 0,0
sinkronisasi kebifakan
pengendalian kuantitas
penduduk

Jumlah tenaga pengelola KE 0,0 0,8 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0.0 0,0
dan mitra kerja yang

kompeten dalam
pengelolaan program
pengendalian penduduk
dan penyerasian kebijakan
kependudukan (Pusat dan
Provinsi)

Tersedianya ndeks KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0.0 0,0
Pembangunan
Berwawasan

. Kependudukan




Jumlah sektor pusat dan 00-00-0000 00-00-0000
provinsi yang
memanj&atkan IPBK
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| FORMULIR 3
RENCA]!E'IA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEl:’ENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : L. Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Kerjasama Pendidikan kependudukan
5. Unit Organisasi : Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan

6. Sasaran Kegiatan{Output) dan Pendanaannya

B N T AR IR

PUCRRror o No

Meningkatnya komitmen lintas scktor dalam 7.067.0
pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
kependudukan

Jumlah mitra kerja dan pengelola dalam 113
pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
kependudikan

Jumlah mitra yang memiliki kapasitas 3
dalam pengarusutamaan pengelolaan
kuantitas penduduk

Jumlah materi pendidikan kependudukan 22

Jumlah pengembangan sistem kerjasama 3
pendidikan kependudukan

Jumlah dokumen tentang pengukuran 2
Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP)
masyarakat tentang wawasan
kependudukan




7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

ol

Meningkatnya komitmen lintas sektor dalam pengelolaan dan

100%

Meningkatnya komitmen lintas sektor dalam pengelolaan dan

7.067,0| 100% 100% 100% | 7.860,5| 8.4079| 89397

pelaksanaan pendidikan kependudukan

Jumlah mitra kerja dan pengelola dalam pengelolaan dan 113 11,4 1.291.0

pelaksanaan pendidikan kependudukan

Jumlah mitra yang memiliki kapasitas dalam pengarusutamaan 3 400,7 1.202.0

pengelolaan kuantitas penduduk

Jumlah materi pendidikan kependudukan 22 88,1 1.939.0

Jumlah pengembangan sistem kerjasama pendidikan kependudukan 3 300,0 900,0

Jumlah dokumen tentang pengukuran Pengetahuan Sikap dar 2 867.5 1.735,0

Perilaku (PSP) masyarakat tentang wawasan kependudulan

= L N R e S

pelaksanaan pendidikan kependudukan

7.067,0

7.067,0

Jumlah mitra kerja dan pengelola delam pengelolaan dan . BLK 1.291,0 0,0 0.0 0,0 1.291,0
pelaksanaan pendidikan kependudukan :

1.291,0 0,0 0.0 0,0 1.291,0 | Pusat
Jumiah mitra yang memiliki kapasitas dalam BLK 1.202,0 0,0 0,0 0,0 1.202,0
pengarusutamaan pengelolaan kuantitas penduduk

1.202,0 0,0 0,0 0,0 1.202,0 | Pusat
Jumlah materi pendidikan kependudukan BLK 1.939.0 0,0 0,0 0,0 1.939,0




0l | Meningkatnya komitmen lintas
sektor daiam pengelolaan dan
pelaksanaan pendidikan
kependudukan

0,0

0,0

- 1.939,0 0,0 0,0 0,0 1.939,0 ] Pusat
Jumlah pengembangan sistem kerjasama pendidikan BLK $00,0 0,0 0,0 0,0 900,0
kependudukan
: 900,0 0,0 0,0 0.0 900,0 | Pusat
Jumlah dokumen tentang pengukuran Pengetahuan Sikap BLK 1.735,0 0,0 0,0 0,0 1.735,0
dan Perilaku (PSP} masyarakat tentang wawasan :
kependudukan
1.735,0 0,0 0,0 0,0 1.735,0 | Pusat

Jumiah mitra kerja dan KE
pengelola dalam
pengelolaan dan
pelaksanaan pendidikan
kependudukan

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumlah mitra yang KE
memiliki kapasitas dalam
pengarusutamaan
pengelolaan kuantitas
penduduk

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah mareri pendidikan KE
kependudukan

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

2

0,0

0,0




Jumlah pengembangan
sistern kerjasama
pendidikan kependidukan

Jumlah dokumen tentang
penguiuran Pengetahuan
Sikap dan Perilaku (PSP)
masyarakat tentang

wawasan kependudukan
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

‘TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : l.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Analisis Dampak Kependudukan
5. Unit Organisasi : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

LTV 3 I R e O
01 Tersedianya kebijakan pengendalian dampak
kependudukan dan model solusi strategis

Jumlah Materi Tehnik /jurnal/ panduan 2
analisis Dampak Kependudukan

Jumlah Mitra kerja yang mendukung 114
pelaksanaan analisis dampak

kependudukan

Jumlah provinsi dan kab/kota yang 114

memiliki Tenaga Pengelola Program
Pengendalian Penduduk datam Analisis
Dampak Kependudukan (Pusat dan
Provinsi)

Jumlah Analisis Dampak Kependudukan 6
sebagai pendukung policy response
sektor dan daerah terkait dengan
wawasan kependudukan




. Do L
; TR |

[..

7. Rincian Kegiatan j

i

A_Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraaljl Maju)

1 » P Ea s, . [ T N S .
0l Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan
dan model solusi strategis

o1 Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model 6 8.014,0 9.617,7(10.579,4] 11.337.4
solusi strategis

Jumiah Materi Tehnik furnal/ panduan analisis Dampak 2 4650 930,0
Kependudukan
Jumiah Mitra keria yang mendulung pelaksanaan analisis dampak 114 54 6150
kependudukan :
Jumlah provinsi dan kab/kota yang memiliki Tenaga Pengelola 144 8,7 1.248.0
Program Pengendalian Penduduk dalam Analisis Dampak
Kependudukan (Pusat dan Provinsi)
Jumiah Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung policy [3 320,2 1.921,0
response sekior dan doerah terkait dengan wawasan kependudukan
Jumlah pengembangan model solusi strategis dampak kependudukan 6 550,0 3.300,0




ol

ft

Tersedianya kebijakan
pengendalian dampak
kependudukan dan model
solusi strategis

Jumlah Materi Tehnik /jjurnal/ panduan analisis Dampak . BLK 930,0 0,0 0,0 0,0 930,0
Kependudukan
930,0 0,0 0,0 0,0 930,0 | Pusat
Jumiah Mitra kerja yang mendukung pelaksanaan BLK 615,0 0,0 0,0 0,0 615,0
analisis dampak kependudukan
615,0 0,0 0.0 0,0 615,0 | Pusat
Jumiah provinsi dan kab/kota yang memiliki Tenaga BLK 1.248,0 0,0 0,0 0,0 1.248.0
Pengelola Program Pengendalian Penduduk dalam
Analisis Dampak Kependudukan (Pusat dan Provinsi)
1.248,0 0,0 0,0 0,0 1.248.0 | Pusat
Jumlah Analisis Dampak Kependudukan sebagai BLK 1.921,0 0.0 00 0,0 1.921,0
pendukung policy response sekdor dan daerah terkait
dengan wawasan kependudukan
1.921,0 0,0 0,0 0,0 1.921,0 | Pusat
Jumlah pengembangan model solusi strategis dampak BLK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.3000
kependudukan
3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0 | Pusat

0,0

0,0

Jumiah Materi Tehnik KE
fjurnal/ panduan analisis
Dampak Kependudukan

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0




Jumlah Mitra kerfa yang
mendukung pelaksanaan
analisis dampak
kependudukan

KE

0,0

0,0

00-00-0G00

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

)

Jumlah provinsi dan
kab/kota yang memiliki
Tenaga Pengelola
Program Pengendalian
Penduduk dalam Analisis
Dampak Kependudukan
{Pusat dan Provinsi)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

)

0,0

Jumlah Analisis Dampak
Kependudukan sebagai
pendukung policy
response sektor dan
daerah terkait dengan
wawasan kependudukan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah pengembangan
model solusi strategis
dampalk kependudukan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

i : :
i TAHUN ANGGARAN 2016
I
‘?
|
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : l.Terlaksanadya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4, Kegiatan : Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

INCH

01 Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB 53,5 1.213.0943 01 ——

melalui Faskes KB pemerintah
Jumlah kebijakan, strategi dan materi 3
informasi jaminan ketersediaan alokon
Jumlah prévinsi dan kab/kola yang 547
mendapaxﬂan jaminan ketersediaan dan
peningkatan kualitas alokon
Jumlah Kebijakan penyediaan sarana 2
penunjang pelayanan KB yang tersedia
Jumtlah ketersediaan Sarana penunjang 7413
pelayanan, KB bagi Faskes KB (sesuai
data basis :S.ISN Kesehatan)
Jumlah fasilitasi mitra kerja dalam 34

pelaksanaan pembinaan kesertaan KB
jalur pemerintah yang terlaksana
diseluruh tingkatan wilayah




7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraal:x Maju)

Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes

1.213.094,3

1.213.094,3

01 Meningkatnya pembinaan dan kesertzan KB melalui Faskes ¥B 535 1.213.094,3 54 54,5 55 1.331.785,311.441.175,6 | 1.576.630,5

pemerintah
Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi jaminan 3 436,3 1.309,0
ketersediaan alokon
Jumlah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan jaminan 547 20943 1.145.596,3
ketersediaan dan peningkatan kualitas alokon
Jumlah Kebijakan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB 2 1.157,0 23140
yang tersedia
Jumlah ketersediaan Sarana penunjang pelayanan KB bagi Faskes 7413 6,4 47.267,0
KB (sesuai data hasis SISN Kesehatan)
Jumlah fasilitasi mitra kerja dalam pelaksanaan pembinaan 34 4885 16.608,0
kesertaan KB jalur pemerintah yang terlaksana diseluruh tingkatan
wilayah

KB pemerintah
Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi jaminan BLK 1.309,0 0.0 0.0 0.0 1,.309,0
ketersediaan alokon
1.309,0 0,0 0,0 0.0 1.309,0 | Pusat
Jumlah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan jaminan BLK 1.145.596,3 0,0 0,0 0,0 1.145.596,3
ketersediaan dan peningkatan kualitas alokon
1.145.596,3 0,0 0.0 0,0 1.145.596,3 | Pusat




. Jumiah Kebijakan penvediaan sarana penunjang i BLK 23140 0.0 0.0 0,0 23140
pelavanan KB yang tersedia i
g 23140 0,0 0,0 0,0 2.314,0 | Pusat
Jumlah ketersediaan Sarana penunjang pelayanon KB BLK 47.267,0 0,0 0,0 0,0 47.267.0
bagi Faskes KB (sesuai data basis SISN Kesehatan)
47.267,0 0,0 0,0 0,0 47.267.0 | Pusat
Jumlah fasilitasi mitra kerja dalam pelaksanaan BLK 16.608,0 0,0 0,0 0,0 16.608,0
pembinaan kesertaan KB jalur pemeriniah yang
terlaksana diseluruh tingkatan wilayah
16.608,0 Pusat

0

Meningkatnya pembinaan dan

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

kesertaan KB melalui Faskes
KB pemerintah

0.0

0,0

Jumlah kebijakan, strategi KE
dan materi informasi
Jjaminan ketersediaan
alokon

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

i)

0,0

Jumlah provinsi dan KE
kab/kota yang
mendapatkan jaminan
ketersediaan dan
peningkatan kualitas
alokon

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

»

0,0

Jumlah Kebijjakan KE
penvediaan sarand

0.0

00

00-00-0000

00-00-0000

00

0.0

0,0




penunjang pelavanan KB
~ yang tersedia

Jumich ketersediaan
Sarana penunjang
pelayanan KB bagi Faskes
KB (sesuai data basis
SISN Kesehatan)

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0 0,0

0,0

Jumlah fasilitasi mitra
kerja dalum pelaksanaan
pembinaan kesertaan KB
Jjalur pemerintah yang
terlaksana diseluruh
tinghatan wilayah

0,0

00

00-00-0000

00-00-0000

0,0 0,0
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a/n Menteri/ Kepala Lembaga
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEI;ENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

01 Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan 27% 8.157,0 01 -
pelayanan KBKR yang terstandarisasi

Jumlah kebijakan dan materi informasi 6
standarisasi kapasitas tenaga kesehatan
pelayanan KBKR

Persentase kualifikasi tenaga pelatih 40
dalam peningkatan kompetensi
pelayanan KB

Jumlah mitra kerja yang mendapatkan 13
fasilitast dalam peningkatan kualitas
pembinaar! kesertaan ber-KB /

Jumlah fasilitasi pembinaan Kesertaan 40
KB (bagi PB! dan non PBI) melalui
fasilitas kesehatan swasta yang

bekerjasama dengan SISN Kesehatan ‘ \




7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraal:x Maju)

01 Meningkatnya kapasitas tenaga keschatan pelayanan KBKR yang 8.157,01 47% 66% 85% 6.620,0] 3930,0| 10.818,0
terstandarisasi

Jumlah kebijakan dan materi informasi standarisasi lrapasuas tenaga 6 166,7 1.000,0
kesehatan pelayanan KBKR
Persentase kualifikasi tenaga pelatih dalam peningkatan kompetensi 40 243 9720
pelayanan KB
Jumiah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan 18 166,7 3.060,0
kualitas pembinaan kesertaan ber-KB
Jumlah fasilitasi pembinaan Kesertaan KB (bagi PBI dan non PBI) 40 79,6 3.1850
melalui fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan SISN
Kesehatan

01

Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR

8.157,0

0,0

0,0

0,0 8.157, 0
yang terstandarisasi
Jumiah kebijakan dan materi informasi standarisasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000.0
kapasitas tenaga kesehatan pelavanan XBKR
1.000,0 0,0 0,0 0.0 1.000,0 | Pusat
Persentase kualifikasi tenaga pelatin dalam peningkatan BLK 972,0 0,0 0,0 0.0 9720
kompetensi pelayanan KB
9720 0,0 0,0 0,0 972,0 | Pusat




3.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

0} | Meningkatnya kapasitas tenaga
kesehatan pelayanan KBKR
vang terstandarisasi

0.0

0,0

Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi dalam i BLK 0,0 0,0 0,0 3.000,0
peningkatan kualitas pembinacn keseriaan ber-KB I
| 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 | Pusat
Jumiah fasilitasi pembinaan Kesertaan KB (bagi PBI dan : BLK 3.1850 0,0 0,0 0,0 3.185,0
non PBI) melalui fasilitas kesehatan swasia yang
bekerjasama dengan SISN Kesehatan
3.185,0 0,0 0,0 0,0 3.185,0 | Pusat

Jumiah kebifakan dan KE
materi informasi
standarisasi kapasitas
tenaga kesehatan
pelayanun KBKR

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

)

00

Persentase kualifikasi KE
tenaga pelatih dalam
peningkatan kompetensi
pelayanan KB

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

Jumiah mitra kerja yang KE
mendapatkan fasilitasi
dalam peningkatan
kualitas pembinaan
kesertaan ber-KB

0,0

0,0

00-60-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0




Jumlah fasilitasi
pembinaan Kesertaan KB

(bagi PBI dan non PBI)
melalui fasilitas kesehaton
swasta yang bekerjasama
dengan SJSN Kesehatan
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a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

Ir. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001



| FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEP:ENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program ¢ 1.Terlaksananya Program Kependudukan, B dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan . Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

il st B

Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah
dan sasaran khusus

Galcil

Jumiah kebijakan dan materi informasi [
pembinaan kesertaan berKB di wilayah
khusus

Jumiah Provinsi yang difasilitasi dalam 34
pelaksanaan pembinaan kesertaan
KBKR di wilayah khusus

Jumlzh mitra kerja yang mendapatkan 8
fasilitasi dalam pembinaan kesertaan
berk B di wilayah dan sasaran khusus

Jumlah monitoring, evaluasi dan 34
pembinaan kesertaan KB di wilayah dan
sasaran khusus yang terlaksana

Jumlah kebijakan dan materi pembinaan 5
kesertaan KB Pria




Jumlah Provmsn vang difasilitasi dalam
pembmaan Kesertaan KB pria (Kondom

dan Vasektoml)

Jumlsh pr0vms| yang mendapatkan
fasilitasi dgn pembinaan Kelompok dan
motivator !(B pria

7. Rincian Kegiatan
Al Perhltungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Praklraan Maju)

ol Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus 24% Kabupaten 74810 36% 48% 60% 15.452,0| 16.166,0 | 22.069,0

Galcil Kabupaten | Kabupaten | Kabupaten
Galcil Galici Galcil
Jumlah kebijakan dan materi informasi pembinaan keserman berkKB 6 48! 288,5
di wilayah khusus
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan 34 843 2.867,3
kesertaan KBKR di wilayah khusus ;
Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi doltam pembinaan g 2144 E715,1
kesertaan berK 8 di wilayah dan sasaran khusus
Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan kesertaan KB di 4 237 805,1
wilayah dan sasaran khusus yang terlaksana
Jumlah kebijakan dan materi pembinaan kesertaan KB Pria 5 59,2 295,1
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pembinaan Kesertaan KB 34 15,2 516,1

pria (Kondom dan Vasekiomi)

Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan . 34 292 9929
Kelompok dan motivator KB pria




B. Sumber Pendanaan }

[ [T R

Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan f 74810 0,0 0,0 0,0 74810
sasaran khusus i ‘
Jumiah kebijakan dan materi informasi pembinaan ; BLK 2885 0,0 0,0 0,0 288.5
kesertaan berKB di wilayah khusus i
: 2885 0,0 0,0 0,0 288,5 | Pusat
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan © BLK 2.867,3 0,0 0,0 0,0 28673
pembinaan keseriaan KBKR di wilayah khusus
28673 0,0 0,0 0,0 2.867,3 | Pusat
Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi dalam BLK 1.715,1 0,0 0,0 0.0 1.715,1
pembinaan kesertaan berK B di wilayah dan sasaran
khusus
1.715,1 0,0 0,0 0,0 1.715,1 | Pusat
Jumiah monitoring, evaluasi dan pembinaan kesertamn BLK 805,1 0,0 0,0 0,0 805,1
KB di wilavah dan sasaran khusus yang terlaksana
805,1 0,0 0,0 0,0 805,1 | Pusat
Jumlakh kebijakan dan materi pembinaan keserigan KB BLK 296,1 0,0 0,0 0.0 296,1
Pria
296,1 0,0 0,0 0,0 256,1 | Pusat
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalom pembinaan BLK 516,1 0,0 0,0 0,0 516,1
Kesertaan KB pria (Kondom dan Vasektomi)
516,1 0,0 0.0 0,0 516,1 | Pusat
Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan * BLK 9929 0,0 0,0 0.0 9929
pembinaan Kelompok dan motivator KB pria




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

Meningkatnya pembinaan ‘ ‘ ; 00| : 0,0
kesertaan KB di wilayah dan
sasaran khusus

- B

0

Jumiah kebijakan dan KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
materi informasi :

pembinaan kesertaan
berKB di wilayah khusus

Jumlah Provinsi yang KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
difasilitasi datam
pelaksanaan pembinaan
kesertaan KBKR di
wilayah khusus

Jumlah mitra kerja yang KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
mendapatkan fasilitasi

dalam pembinaan
kesertaan berKB di
wilayah dan sasaran
khusus

Jumiah monitoring, KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
evaluasi dan pembinaan

kesertaan KB di wilayah
dan sasaran khusus
yang terlaksana

Jumlah kebijakan dan KE 00 0.0 00-00-0600 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
maleri pembinaan
kesertaan KB Pria

Jumiah Provinsi yang KE 0,0 0,0 Q0-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
difasilitasi dalam
pembinaan Kesertaan
KB pria (Kondam dan
Vasektomi}




Jumlah provinsi yang

mendapatikan fasilitasi

- dan pembinaan
Kelompok dan motivator
KB pria

Jakarta, 26 Oktober 2015
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

~ TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2, Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : I.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4, Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
5. Unit Organisasi : Direktorat Kesehatan Reproduksi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

ot
'

a3 b e S S T S

01 Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling 27% 8.7500 01 04 05 -ARG---
Kesehatan Reproduksi

Jumlah kebijakan, strategi dan materi 3
promosi dan konseling Kesehatan dan
hak-hak Reproduksi yang dikembangkan

Jumlah ketersediaan Sarana promosi dan 7413
konseling kesehatan reproduksi di faskes

Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam 4
promosi dan konseling Kesehatan dan
Hak-hak Reproduksi

Persentase Faskes KB yang memiliki 27
tenaga pelayanan KB yang dapat
memberikan promesi Kesehatan dan
hak-hak Reproduksi

Jumlah monitoring, evaluasi dan 34
pembinaag dalam peningkatan standar
promesi dan kenseling keschatan dan

| hak-hak reproduksi yang berkualitas




Jumlah kebijakan, strategi dan materi
promosi dlan konseling Kesehatan dan
hak-hak Rleproduksi yang dikembangkan

Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam
promosi dan konseling Kesehatan dan
Hak-hak Reproduksi

Persentase Kelompok Sasaran yang
memberihn promosi Kesehatan dan
hak-hak Reproduksi

Jumlah monitoring, evaluasi dan
pembinaalll promosi dan konseling
Kesehatan dan hak-hak Reproduksi

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

ol

I O EEAR T EA T T TR IR

Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 27%

34

8.750,0

47% 66% 85% 85444] 89716
Jumlah kebifakan, strategi dan materi promosi dan konseling 3 1167 3500
Kesehatan dan hak-hak Reproduksi vang dikembangkan
Jumlah ketersediaan Sarana promosi dan konseling keseMWn 7413 0.2 1.500,0
reproduksi di faskes .
Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam promosi dan konseling 4 2500 1.000,0
Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi
Persentase Faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang 27 29,6 8000
dapat memberikan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam peningkatan 34 16,2 550,0

standar promosi dan kanseling kesehatan dan hak-hak reproduksi
yang berkualitas ’ . '




ol

Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Keschatan

Jumlah kebijakan, strategi dan materi promosi dan konseling 3 16,7 50,0
Kesehatan dan hak-hak Reproduksi yang dikembangkan . | . ‘

Jumlah mitra kerja yang teriibat dalam promosi dan konseling 6 250,0 1.500,0
Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi ;

Persentase Kelompok Sasaran yang memberikan promosi Keseharan 10 150,0 1.500,0
dan hak-hak Reproduksi '

Jumiah monitoring, evaluasi dan pembinaan promosi dan konselmg 34 44,1 1.500,0
Keseharan dan hak-hak Reproduk.s:

Reproduksi
Jumlah kebijakan, strategi dan materi promosi dan BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi yang
dikembanghan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 | Pusat

Jumlah ketersediaan Sarana promosi dan konseling BLK 1.500,0 0,0 0.0 0,0 1.500,0
kesehatan reproduksi di faskes

1.500,0 0,0 0,0 00 1.500,0 | Pusat
Jumiah mitra kerja yang terlibat dalam promosi dan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi

1.000,0 0.0 0,0 0,0 1.000,0 | Pusat
Persentase Faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan BLK 800,0 0.0 0.0 0,0 800,0

K8 yang dapat memberikan promosi Kesehatan dan hak-
hak Reproduksi .




800,0

0,0

0,0

—

Meningkatnya Kualitas
Promosi dan Konseling
Keschatan Reproduksi

0,0

0.0

0,0 800,0 [ Pusat
Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0
peningkatan standar promosi dan konseling kesehatan
dan hak-hak reproduksi yang berkualitas :
5500 0,0 0.0 0,0 550,0 | Pusat
Jumiah kebijakan, strategi dan materi promosi dan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi yang
dikembanghkan
50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 [ Pusat
Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam promosi dan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 | Pusat
Persentase Kelompok Sasaran yang memberikan promosi BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 | Pusat
Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan promosi dan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
1.500,0 0,0 1.500,0 | Pusat

Jumiah kebijakan, strategi KE
dan materi promosi dan

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0




konseling Kesehatan dan

hak-hak Reproduksi yang

-dikembanghkan

Jumlah ketersediaan
Sarana promosi dan
konseling kesehatan
reproduksi di faskes

KE

0,0

0,0

?

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

6,0

Jumlah mitra kerja yang
terlibat dalam promosi

dan konseling Kesehatan
dan Hak-hak Reproduksi

0,0

)

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase Faskes KB
yang memiliki tenaga
pelayanan KB yang dapat
memberikan promosi
Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah monitoring,
evaluasi dan pembinaan
dalam peningkatan
standar promosi dan
konseling kesehatan dan
hak-hak reproduksi yang
berkualitas

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah kebijakan, strategi
dan materi promosi dan
konseling Kesehatan dan
hak-hak Reproduksi yang
dikembangkan

0,0

0.0

(00-00-0000

00-00-0600

0,0

0,0

0,0

Jumlah mitra kerja yang
terlibat dalam promosi

dan konseling Kesehaltan
dan Hak-hak Reproduksi

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

)




Persentase Kelompok
Sasaran yang memberikan
promosi Kesehatan dan
hak-hak Reproduksi

Jumlah monitoring,
evaluasi dan pembinaan
promosi dan konseling
Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

Ir. Ambar Rahayu, MNS
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEEENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4, Kegiatan : Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
5. Unit Organisast . Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak

6. Sasaran Kegiatan(OQutput) dan Pendanaannya _

NE Cok R ETRTH (AP ErY

sma b, S i

atnya PSP Keluarga Balita dan Anak 55,5% 7.749,0 01 04 -ARG---

01 Meningk

dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak
Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi 7
tentang Bina Kcluarga Balita dan Anak
Persentaseidesa/kelurahan yang memiliki poktan 15
BKBHI
Persentase PUS anggota Poktan BKB yang ber-KB 80
Jumlah kemitraan dalam pembinaan ketahanan 5

keluarga balita dan anak

Jumiah tenaga pelatih dan pengelola yang terampil 374
dalam pembinaan keluarga balita dan anak

Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 39
pembinaan keluarga balita dan anak




7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraalfl Maju)

01 Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan Anak dalam pcngasuhaﬁ dan §5,5% 7.749.0| 60,5% | 65,5% | 70,5% | 12.703,8]| 13.974,1| 15.371.6
pembinaan tumbuh kembang anak _

Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang Bina 7 1429 1.000,0
Keluarga Balita dan Anak
Persentase desa/kelurahan yang memiliki poktan BKB HI 15 147,6 2.214,0
Persentase PUS anggota Poktan BKB yang ber-KB 80 12,5 1.000,0
Jumiah kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan 5 2200 1.100,0
anak
Jumlah tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam 374 42 1.585,0
pembinaan keluarga balita dan anak
Jumiah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan keluarga 39 21,8 850,0
balna dan anak

[l Mcmngkamya PSP Keluarga Ballla dan Anak dalam 7.749,0 0,0 0,0 0.0 7.749,0

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak _ ,
Jurnlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Bina Keluarga Balita dan Anak
1.000,0 0.0 0,0 0,0 1.000,0 | Pusat
Persentase desa/kelurahan yang memiliki poktan BKB Hi BLK 2.214,0 0,0 0,0 0,0 22140

22140 .00 0,0 0,0 2.214,0 | Pusat




B — L JEECap ¥
01 | Meningkatnya PSP Keluarga
Balita dan Anak dalam
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak

0,0

0.0

Persentase PUS anggota Pokian BKB yang ber-KB BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0.0 0,0 0,0 1.000,0 | Pusat
Juntlah kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
balita dan anak
X 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 | Pusat
Jumiah tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam | © BLK 1.585,0 0,0 0,0 0,0 1.585,0
pembinaan keluarga balita dan anak
1.585,0 0,0 0,0 0,0 1.585,0 | Pusat
Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan BLKX 8500 0,0 0,0 0,0 850,0
keluarga balita dan anak
850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 | Pusat

Jumiah kebijakan, strategi KE
dan materi informasi
tentang Bina Keluarga
Balita dan Anak

0,0

0,0

)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

()

0,0

Persentase desa/kelurahan KE
yang memiliki poktan BKB
HI

0,0

0,0

3

00-00-0000

00-60-0000

0,0

0.0

0,0

Persentase PUS anggota KE
Poltan BKB yang ber-KB

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

00

0,0

0,0




Jumlah kemitraan dalam
pembinaan ketahanan
keluarga balita dan anak

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

f)

0.0

0,0

Jumlah tenaga pelatih dan
pengelola yang terampil
dalam pembinaan
keluarga balita dan anak

0,0

0,0

00-00-0000

06-00-0000

0,0

0.0

0,0

Jumiah pelaksanaan
monitoring, evaluasi dan
pembinaan keluarga balita
dan anak

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0
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r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001

0,0




| FORMULIR 3
|
RENCAFA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
|
|
|
!

TAHUN ANGGARAN 2016
L. Kementerian/Lembaga : BADAN KEE’ENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Pembinaan Ketahanan Remaja
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Ketahanan Remaja

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Meningkatnya remaja yang mendapatkan
pembinazn temtang Generasi Berencana (GenRe)

Jumlah Kebijakan, Strategi dan E

Operasional GenRe
Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang 6

memiliki komitmen dan melaksanakan
pembinaan ketahanan remaja

Jumlah kelompok PIK R/M di satuan 21084
pendidikan (SMP, MTs, SMA, SMK,
MA, dan PT) dan masyarakat yang
mendapatkan pembinaan GenRe

Jumlah pelaksanaan Monitoring, 34
Evaluasi dan Pembinaan GenRe

Persentase PUS anggota BKR yang 4.5
mendapal pembinaan kesertaan ber-KB




7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

Fibae

Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang
Generasi Berencana (GenRe)

8.643,5

o1 Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi 49 8.643.5 50 51 52 9911,3| 10.306,9 | 10.708,8
Berencana (GenRe)

Jumlah Kebijakan, Strategi dan Qperasional GenRe 3 151.4 1.211,5
Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang memiliki komitmen dan [ 2933 1.760,0
melaksanakan pembinaan ketahanan remaja
Jumlah kelompok PIK R/M di satuan pendidikan (SMFP, MTs, SM4, 21084 0,1 2.6750
SMK, MA, dan PT} dan masvarakat yang mendapatkan pembinaan
GenRe
Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan GenRe 34 58,7 1.997,0
Persentase PUS anggota BKR yang mendapat pembinaan kesertaan 75 133 1.000,6
ber-KB

1.760,0

0,0

1.760,0

Jumlah Kebijakan, Strategi dan Operasional GenRe BLK 1.211,5 0,0 0,0 0,0 1.211,5
1.211,5 0,0 0,0 0,0 1.211,5 | Pusat
Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang memiliki BLK 1.760,0 0,0 0,0 0.0 1.760,0
komitmen dan melaksanakan pembinaan ketahanan
remaja
0,0 0,0 Pusat




Meningkatnya remaja yang
mendapatkan pembinaan
tentang Generasi Berencana
(GenRe)

0,0

0.0

Jumlah kelompok PIK R/M di satuan pendidikan (SMP, BLK 2.675,0 0,0 0,0 0,0 26750
MTs, SMA, SMK, MA, dan PT) dan masyarakat yang
mendapatkan pembinaan GenRe

2.675,0 0,0 0,0 0,0 2.675,0 | Pusat
Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan BLK 1.997.0 0,0 0.0 0,0 1.997,0
Pembinaan GenRe

1.997,0 0,0 0,0 0,0 1.997,0 | Pusat
Persentase PUS anggota BKR yang mendapat pembinaan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
kesertaan ber-KB

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 | Pusat

Jumiah Kebijakan, KE
Strategi dan Operasional
GenRe

0,0

0.9

00-00-0000

00-00-0000

0,0

v

0,0

0,0

Jumlah stakeholder dan KE
mitra kerja yang memiliki
komitmen dan
melaksanakan pembinaan
ketahanan remaja

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah kelompok PIK R/M KE
di satuan pendidikan
(SMP, MTs, SMA, SMK.
MA, dan PT) dan

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

»

0.0




masyarakat yang
mendapatkan pembinaan
GenRe :

Jumlah pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan GenRe

KE

0,0

0,0

()

06-00-0000

00-00-0000

0,0

t)

0,0

0.0

Persentase PUS anggota
BKR yang mendapat
pembinaan kesertaan ber-
KB

0,0

0,0

t)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

f)

0,0
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1. Kementerian/Lembaga
2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi

E T

dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Meningkatnya PSP kelvarga lansia dan rentan

FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

: Program Kepéndudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

: l.Terlaksanahya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
: Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

: Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan

g (g i

Jumlah kebijakan, strategi dan materi 8
informasi Pembinaan Ketahanan
Keluarga Lansia dan Rentan dan Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera

Persentase desa/keiurahan yang 1
memiliki Kelompok Kegiatan (Poktan)

BKL

Persentase PUS anggota Poktan BKL 70
yang mendapatkan pembinaan kesertaan

ber-KB

Persentasé kecamatan yang memiliki 15

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang 9
memiliki komitmen dan melaksanakan
penyelenggaraan Bina Ketahanan




Keluarga Il.ansia dan Rentan dan Pusat

Pelayanan |Keluarga Sejahtera

Jumlah petinbinaan program, monitoring,
dan evaluasi Bina Ketahanan kelvarga
Lansia dan rentan dan Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera

P

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan

ol Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga 88,5% 7320,0| 89,5% | 90,5% | 91,5% |90.390,0| 9.898,5]|10.758,0

lansia dan rentan
Jumiah kebifakan, strategi dan materi informasi Pembinaan 8 190,0 1.520,0
Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera
Persentase desa’kelurahan yang memiliki Kelompok Kegiatan 11 818 900,0
(Polaan} BKL i
Persentase PUS anggota Pokian BKL yang mendapatkan pembinaan 70 £0,7 750,0
kesertaan ber-KB
Persentase kecamatan yang memiliki Pusat Pelayanan Keluarga 15 118,0 1.650,0
Sejahtera :
Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang memiliki komitmen dan 9 122,2 1.100,0

melaksanakan penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga-Lansia
dan Rentan dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Jumlah pembinaan program, monitoring, dan evaluasi Bina a3 42,4 1.400,0
Ketahanan keluarga Lansia dan rentan dan Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera :




B. Sumber Pendanaan

01 Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam 7.320,0 0.0 0,0 0,0 7.320,0

pembinaan keluarga lansia dan rentan _ | ‘
Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi ! BLK 1.520,0 0,0 0,0 0,0 1.520,0
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan |}
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera )
‘ 1.520,0 0,0 0,0 0,0 1.520,0 | Pusat
Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kelompolk ¢ BLK 900,0 0,0 0.0 0,0 900,0
Kegiatan (Poktan) BKL
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 | Pusat
Persentase PUS anggota Poktan BKL yang mendapatkan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
pembinaan kesertaan ber-KB
_ 750,0 0,0 0.0 0,0 750,0 | Pusat
Persentase kecamaian yang memiliki Pusat Pelayanan BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0
Keluarga Sejahtera
1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 | Pusat
Jumiah siakeholder dan mitra kerja vang memiliki " BLK 1.100,0 0,0 0,0 0.0 1.100,0
komitmen dan melaksanakan penyelenggaraan Bina
Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera \
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 | Pusat
Jumlah pembinaan program, monitoring, dan evaluasi - BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
Bina Ketahanan keluarga Lansia dan rentan dan Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

01 | Meningkatnya PSP keluarga 0,0 0,0
lansia dan rentan dalam :
pembinaan keluarga lansia dan i
rentan ;

Jumlah kebijakan, strategi KE : 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
dan materi informasi :

Pembinaan Ketahanan
Keluarga Lansia dan
Rentan dan Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera

Persentase desa’kelurahan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0.0 0,0
yang memiliki Kelompok
Kegiatan (Poktan} BKL

Persentase PUS anggota KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Poktan BKL yang
mendapatkan pembinaan
kesertaan ber-KB

Persentase kecamatan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
yang memiliki Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera

Jumiah stakeholder dan KE 0,0 00| 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
mitra kerja yang memiliki

komitmen dan
melaksanakan
penyelenggaraan Bina
Ketahanan Keluarga
Lansia dan Rentan dan
Pusat Pelayvanan Keluarga
Sefahtera




Jumlah pembinaan

program, monitoring, dan
evaluasi Bina Ketahanan
keluarga Lansia dan
rentan dan Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera

Jakarta, 26 Oktober 2015
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e
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kepéndudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : l.Terlaksanal{ya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
5. Unit Organisasi : Direktorat Pei’nberdayaan Ekonomi Keluarga

6. Sasaran Kegiatan(Qutput) dan Pendanaannya

P

L

0l Meningkatmya pemberdayaan ckonomi KPS
melzlui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber
KB

Jumlah Kebijakan, Strategi, Peta Kerja 4
dan Materi Informasi Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga yang dilaksanakan
oleh stakeholder dan mitra keria

Jumlah Kemitraan dalam pembinaan, 4
pendampingan dan fasilitasi
pemberdayaan ekonomi keluarga

Jumlah Tenaga Pengelola yang 115
kompeten dan terampil dalam
pembinaan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga

Jumilah Pelaksanaan Monitoring, 4
Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga




7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraa

Maju)

B. Sumber Pendanaan

S TR R YRR T T

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui

ol Meningkatmya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS 69,5% TI875| 70,5% | 71,5% | 72,5% | 5.788,0| 6.201,1] 66554
dalam pembinaan ber KB

Jumlah Kebijakan, Strategi, Peta Kerja dan Materi Informasi 4 2814 1125,
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilaksonakan oleh
stakeholder dan mitra kerja
Jumlah Kemitraan dalam pembinaan, pendampingan dan fasilitasi 4 931.4 3.725.7
pemberdayaan ekonomi keluarga
Jumlah Tenaga Pengelola vang kompeten dan terampil dalam 116 1.9 1.375,7
pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 4 390,2 1.560,6
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

o1 7.787.5 0,0 0,0 00 7.787,5
kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB

Jumiah Kebifakan. Strategi, Peta Kerja dan Materi BLK 11255 0,0 0,0 0,0 1.125,5
Informasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang
dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja

1.125,5 0,0 0,0 0,0 1.125,5 | Pusat
Jumlah Kemitraan dalam pembingan, pendampingan dan BLK 3.7257 0,0 0,0 0,0 3.725,7
JSasilitasi pemberdavaan ekonomi keluarga

3.725,7 0,0 0,0 0,0 3.725,7 | Pusai




Jumlah Tenaga Pengelola yang kompeten dan terampil || BLK 1.375,7 0,0 0,0 0,0 1.375,7
dalam pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga I

_ 1.375,7 0,0 0,0 0,0 1.375,7 | Pusat
Jumiah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan - BLK 1.560,6 0,0 0,0 0,0 1,560,6
Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga i

1.560,6 0,0 0.0 0,0 1.560,6 | Pusat

01 | Meningkatnya pemberdayaan 0,0 00
ckonomi KPS melalui
kelompok UPPKS dalam
pembinaan ber KB

Jumlah Kebijakan, KE 0.0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 00 0,0 0,0
Strategi, Peta Kerja dan
Materi Informasi
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga yang
dilaksanakan oleh
stakeholder dan mitra
kerfa

Jumlah Kemitraan dalam KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
pembinaan,
pendampingan dan
Jasilitasi pember
ekonomi keluarga

Jumlah Tenaga Pengelola KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
yang kompeten dan
terampil dalam pembinaan




Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga

Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga

00-00-0000 00-00-0000

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:19580306 1986032001



FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEéENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kepéndudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : l.TerIaksanariya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4, Kegiatan : Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
5. Unit Organisasi : Direktorat Ad:vokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
6. Sasaran put

Kegiatan(O

RO
£ ¥

utput) dan

] Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku 84 116.657,0 01
kepentingan) dan mitra kerja serta meningkamya
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap
program KKBPK

0]

05 -ARG—

Jumlah kebijakan dan strategi advokasi 5
dan KIE program KKBPK yang disusun

Persentase mitrakerja yang mendapatkan 84
fasilitasi dan pembinaan serta melakukan

advokasi .

Persentase PUS, WUS, remaja dan 89

keluarga vang mendapatkan informasi
program KKBPK melalui media massa
(cetak dan elektronik), media luar ruang,
media lini‘bawah serta melalui tenaga
lini lapangan

Jumlah media massa {cetak dan 60
elektronik) serta media luar ruang yang




menayang‘can informasi program
KKBPK E

Jumlah media lini bawah (poster, leaflet, 17
lembar bahk booklet, media tradisional)
yang menayangkan informasi program
KKBPK !

Perscntase_ PUS, WUS dan remaja 49.1
keluarga yang mendapatkan informasi
KKB melalui tenaga lini lapangan

Jumlah sarana dan prasarana Advokasi 1
dan KIE yang tersedia sesuai kebutuhan

Cakupan Monitering, Evaluasi dan Pembinsan 34
Advokasi dan KIE Program Pembangunan
Kependudukan dan KB

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

ol Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan 84 116.657, 0 ‘86 88 90 189.458,1 198.931,0| 208.877,7
mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
terhadap program KKBPK

Jumiah kebijakan dan strategi advokasi dan KIE program KKBPK 5 2604 1.302,0
yang disusun

Persentase mitrakerja yang mendapatkan fasilitasi dan pembmacm 84 86,0 7.2240
serta melakukan advokasi

Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapathan 89 52,3 4.652.0
informasi program KKBPK melalui media massa (ceiak dan
elektronik), media luar ruang, media lini bawah serta me!alm tenaga
lini lapangan




3492

20.953,0

Jumlah media massa (cetak dan elektronik) serta media luajr ruang

yang menayangkan informasi program KKBPK

Jumlah media lini bawah (poster. leaflet, lembar balik, boo.jﬂet, 17 4.055.1 68.937.,5
media tradisional) yang menayanghkan informasi program KKBPK

Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mendapaf;kan 49 370 1.8153
informasi KKB melalui tenaga lini lapangan !

Jumlah sarana dan prasarana Advokasi dan KIE yang tersedia 1 1.976,0 7.976,0
sesuai kebutuhan '

Cakupan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi dan KIE 34 1117 3.797.2

Program Pembangunan Kependudikan dan KB

S oz ik el § A e

Meningkatnya komitmen stakeholders {pemangku

00

01 116.657,0 X 116.657,0
kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK
Jumlah kebijakan dan strategi advokasi dan KIE program YoBLK 1.302,0 0,0 0,0 0.0 1.302,0
KKBPK yang disusun |
1.302,0 0,0 0,0 0,0 1.302,0 | Pusat
Persentase mitrakerja yang mendapatkan fasiliasi dan BLK 72240 0,0 0.0 0,0 7.224.0
pembinaan serla melgkukan advokasi
7.224,0 0,0 0.0 0,0 7.224,0| Pusat
Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang BLK 4,652,0 0,0 0,0 0,0 4.652,0
mendapatkan informasi program KKBPK melalui media
massa (cetak dan elektronik), media luar ruang, media
lini bawakh serta melalui tenaga lini lapangan
4.652,0 0,0 0,0 0,0 4,652,0 | Pusat

>




Jumiah media massa {cetak dan elektronik) serta media

BLK

20.953,0

0,0

0,0

[ o s

Meningkatmya komitmen
stakeholders (pemangku
kepentingan) dan mitra kerja
serta meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman
masyarakat terhadap program
KKBPK

0,0

3.797,2

A

0,0 20.953,0
{uar ruang yang menayangkan informasi program
KKBPK
20.953,0 0,0 0,0 0,0 20.953,0 | Pusat
Jumlah media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, BLK 68.937,5 0,0 0,0 0,0 68.937.5
booklet, media tradisional) yang menayangkan informasi
program KKBPK
68.937.5 0,0 0,0 0,0 68.937,5 | Pusat
Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang BLK 1.815,.3 0,0 0,0 0,0 1.815,3
mendapatkan informasi KKB melalui tenaga lini lapangan |
: 1.8153 0,0 0,0 0,0 1.815.3 | Pusat
Jumlah sarana dan prasarana Advokasi dan KIE yang BLK 7.976,0 0,0 0,0 0,0 7.976,0
tersedia sesuai kebutuhan )
7.976,0 0,0 0,0 0,0 7.976,0 | Pusat
Cakupan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi BLK 3.797.2 0,0 0,0 0.0 3.7972
dan KIE Program Pembangunan Kependudukan dan KB
3.797.2 0,0 0,0 Pusat




Jumliah kebijakan dan

strategi advokasi dan KIE
program KKBPK yang
disusun

KE

6,0

>

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

i

Persentase mitrakerja
yang mendapatkan
Jfasilitasi dan pembinaan
serta melakukan advekasi

0,0

>

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persemase PUS, WUS,
remaja dan keluarga yang
mendapatkan informasi
program KKBPK melalui
media massa {cetak dan
elektronik), media luar
ruang, media lini bawah
serta melalui tenaga lini
lapangan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

?

0,0

Jumlah media massa
(cetak dan elekironik)
serta media liar ruang
yang menayangkan
informasi program
KKBPK

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

Jumiah media lini bawah
(poster, leafler, lembar
balik, booklet, media
radisional) yang
menayangkan informasi
program KKBPK

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

00

Persentase PUS, WUS dan
remaja keluarga yang
mendapatkan informasi
KKB melalui tenaga fini
lapangan

KE

00

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

Jumlah sarana dan
prasarana Advokasi dan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0.0




kebutuhan

KIE yang tersedia sesuai

Cakupan Monitoring,
Evaluasi dan Pembinaan
Advokasi dan KIE
Program Pembangunan
Kependudukan dan KB

KE

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
i
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja
5. Unit Organisasi : Direktorat Bi;na Hubungan Antar Lembaga

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

o1 Meningkatnya komitmen dan peran seria 45% 7.940.0 01 04 05
stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat
nasional dan daerah yang mendukung operasional
program KKBPK

Jumlah organisasi kemasyarakatan 24
tingkat nasional dan daerah yang
mendukung program KKBPK

Persentase kab/kota yang mendapatkan 30
fasilitasi penerapan Norma, Standar,
Prosedur’dan Kriteria (NSPK) program
KKBPK !

Perscmas:c kab/kota yang mendapatkan 20
fasilitasi penguatan kelembagaan KKB

Jumlah Monitoring dan evaluasi 34
kemitraan diselurub tingkatan wilayah




7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraa:n Maju)

0t

mb

b ik

er Pendanaan

BB

Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan

7.940,0

0,0

0,0

0,0

ol Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan orgahisasi 45% 7940,0] 60% 70% 80% 7.396,4| 7.770,0] 8.173 4

kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional

program KKBPK |
Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang 24 1579 3.789,0
mendukung program KKBPK
Persentase kab/kota yang mendapatkan fasilitasi penerapan Norma, 30 41,7 1.250,0
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK
Persentase kab/kota yang mendapatian fasilitasi penguatan 20 97,5 1.950.0
kelembagaan KKB
Jumlah Monitoring dan evaluasi kemitraan diseluruh tingkatan 34 280 9510
wilayah

7.940,0

organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan dacrah yang '
mendukung operasional program KKBPK
Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan BLK 3.789,0 0,0 0,0 0,0 3.789.0
daerah yang mendukung program KKBFK
3.789,0 0,0 0,0 0,0 3.789,0 | Pusat
Persentase kab/kota yang mendapatkan fasilitasi BLK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) program KKBPK
1.250,0 00 0,0 0.0 1.250,0 | Pusat




1.950,0

0,0

tingkatan wilayah

. Persentase kab/kota yang mendapatkan fasilisasi | BLK X 0,0 0,0 1.950,0
penguatan kelembagaan KKB I
; 1.950,0 0,0 0,0 0,0 1.950,0 | Pusat
Jumlah Monitoring dan evaluasi kemitraan disehorik | BLK 951,0 0,0 0,0 0,0 951,0

Meningkatnya komitmen dan
peran serta stakeholder dan
organisasi kemasyarakatan
tingkat nasional dan daerah
yang mendukung operasional
program KKBPK

95,0

Jumlah organisasi
kemasyarakatan tinghkat
nasional dan daerah yang
mendukung program
KKBPK

0,0

0,0

00-00-0000

(0-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase kab/kota yang
mendapatkan fasilitasi
penerapan Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) program
KKBPK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

il

0.0

0,0

Persentase kab/kota yang
mendapatkan fasilitasi
penguatan kelembagaan
KKB

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0,0

£l




Jumlah Monitoring dan
evaluasi kemitraan
diseluruh tingkatan
wilayah

P . i I P ' FEE SR R S R i
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
l
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KE}"ENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kepiendudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : l.Terlaksana;lya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Lini Lapangan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga 10.287,0

Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan
program KKBPK
Jumlah penyediaan PLKB/PKB sesuai 3406
ratio yang memadai diseluruh tingkatan
wilayah |,
Jumlah kebijakan/NSPK yang berkaitan 5

dengan peningkatan Bina lini lapangan

Jumlah SDM Lini Lapangan yang 635
mendapatkan fasilitasi dukungan
Peningkatan kompetensi.

Persentase Tenaga PKB/PLKB yang 30
tersertifikasi
Jumlah wilayah yang mendapat fasilitasi 34

peningkatan Pembinaan program
KKBPK di lini lapangan




Prosentasc fasilitasi dukungan
pcnggcrakan Mekop program KKBPK tk
Dma/l(clurahan (Pertemuan Rakor,
Pertemuan IMP/Pertemuan Lengkap
Institusi, KIE oleh PPKBD/Sub PPKBD)

583

Lapangan!

Jumlah Pe;laksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Fasilitasi Pembinaan Lini

29

Jumiah failitasi penyediaan Sarana dan
prasarana IOpcrasicnai Lini lapangan

34

7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

Meningkatnya kualltas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB)

20.763,9

20.7639

01 40% 10.287,0 50% 60% 70% 20.763.9
dafam pengelolaan program KKBPK

Jumlah penyediaan PLKB/PKB sesuai ratio yang memadai diseluruh 3406 0,0 150,0
tingkatan wilayah
Jumliah kebijakan/NSPK yang berkaitan dengan penmgkalan Bina 5 30,0 150,0
lini lapangan
Jumlah SDM Lini Lapangan yang mendapatkan fasilitasi duklmgan 635 1,4 00,0
Peningkatan kompetensi.
Persentase Tenaga PKB/PLKB yang tersertifikasi 30 144,6 43370
Jumlah wilayah yang mendapat fasilitasi peningkatan Pembinaan 34 92,6 3.150,0
program KKBPK di lini lapangan .
Prosentase jasilitasi dukungan penggerakan Mekop program KKBPK 58 52 300,0

tk Desa’Kelurahan (Pertenuan Rakor, Pertentuan [MP/Pertemuan
‘Lengkap Institusi, KIE oleh PPKBD/Sub PPKBD)




Jumiah Pelaksanaan Monitoring, _Evaluasi dan Fasilitasi Pembinaan 29 34,5 1.000,0
Lini Lapangan . - . .

Jumiah fasilitasi peryediaan Sarana dan prasarana Operasional Lini 34 83 300,0
lapangan ;

B. Sumber Pendanaan

01 Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB 10.287.0 0,0 0,0 0,0 10.287,0

{PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK
Jumlah penvediaan PLKB/PKB sesuai ratio yang BLE 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
memadal diseluruh tingkatan wilavah
150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 | Pusat
Jumlah kebijakan/NSPK yang berkaitan dengan i BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
peninglatan Bina lini lapangan
150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 | Pusat
Jumiah SDM Lini Lapangan yang mendapatkan fasilitasi " BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
dukungan Peningkatan kompetensi. !
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 | Pusat
Persentase Tenaga PKB/PLKB yang tersertifikasi 1 BLK 43370 0,0 0,0 0,0 43370
' 43370 0,0 0.0 0.0 43370 | Pusat
Jumliah wilavah yang mendapat fasilitasi peningkatan 1 BLK 31500 0,0 0,0 0,0 3.150,0
Pembinaan program KKBPK di fini lapangan '
3.150,0 0.0 0,0 0,0 3.150,0 | Pusat
Prosentase fasilitasi dukungan penggerakan Mekop . BLK 3000 0,0 0,0 0,0 3000
program KIKBPK tk Desa/Kelurahan (Pertemuan Rakor, ) ) : ’




C. Pendanaan PHLN atan PDN Tahun 2016

01 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas
tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB)
dalam pengelolaan program KKBPK

0,0

0,0

Pertemuan IMP/Pertemuan Lengkap Institusi, KIE oleh .||
PPKBD/Sub PPKBD) i
| 300,0 0,0 00 0,0 300,0 | Pusat
Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi l BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
Pembinaan Lini Lapangan
1.000,0 0.0 0,0 0.0 1.000,0 | Pusat
Jumlah fasilitasi peryediaan Sarana dan prasarana ~ BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Operasional Lini lapangan H
3000 0,0 0,0 0,0 300,0 | Pusat

seswai ratio yang memadai
diseluruh tingkatan wilayah

Jumiah penyediaan PLKB/PKB KE '

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0,0

berkaitan dengan peningkatan
Bina lini lapangan

Jumlah kebijakan/NSPK yang KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

mendapatkan fasilitasi dukungan
Peningkatan kompetensi,

Jumiah SDM Lini Lapangan yang KE

0,0

0,0

t)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0,0

yang tersertifikasi

Persentase Tenaga PKB/PLKB KE -

0,0

f)

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0.0




Jumiah wilayah yang mendapat
Jasilitasi peningkatan Pembinaan
program KKBPK di lini lapangan

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

>

0,0

0.0

Prosentase fasilitasi dukungan
penggerakan Mekop program
KKBPK tk Desa/Kelurahan
(Pertemuan Rakor, Pertemuan
IMP/Pertemuan Lengkap Institusi,
KIE oleh PPKBD/Sub PPKBD)

0,0

0,0

00-00-0000

06-00-0000

0,0

0,0

?

0,0

Jumlah Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Fasilitasi
Pembinaan Lini Lapangan

0,0

0,0

00-00-0000

006-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah fasilitasi penvediaan
Sarana dan prasaranc
Qperasional Lini lapangan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0
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o |
E FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
i
i
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program : 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK
5. Unit Organisasi : Direktorat Pelaporan dan Statistik

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program 11.223,0
KK.BPK berbasis T1 sebagai pusat data informasi
BKKBMN

Jumlah Kebijakan, Strategi dan sistem 3
pengumpiulan, pengolahan, analisis dan
evaluasi data dan informasi program
KKBPK berbasis T| vang disusun dan
dilaksanakan

Jumlah ketersediaan data, informasi dan [
umpan b]alik program KKBPK yang
akurat dan terpercaya

Jumlah pelaksanaan monitoring dan 11
evaluasi program pengumpulan,
pengolahan, analisis dan evaluasi data
dan inforfmasi program KKBPK

Jumlah mitra kerja dan stakeholders 26
yang melakukan pengelolaan dan




pemanfaaian data dan informasi program

KKBPK |

Jumlah tcilaga pengeiola yang kompeten
dalam pengelolaan data dan informasi
program I'ICKBPK :

7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan{Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

01 Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis Tl 17 11.223,0 17 17 17 11.783,9] 12.373,0| 129917
sebagai pusat data informasi BKKBN

Jumiah Kebijakan, Strategi dan sistem pengumpulan, pengolahan, 3 5985 1,795.6
analisis dan evaluasi data dan informasi program KKBPK berbasis
Ti yang disusun dan dilaksanakan

Jumliah ketersediaan data, informasi dan umpan balik program 6 336,7 2.020,1
KKBPK yang akural dan terpercaya

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perligumpu!an. 11 4624 5.086,9
pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program

KKBPK ’

Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan 26 38,4 998,1

dan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK

Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data 591 22 13223
dan informasi program KKBPK

_ ki



i
|
B. Sumber Pendanaan I

01 Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK : 11.223,0 0,0 0,0 0,0 112230
berbasis Tl sebagai pusat data informasi BRKBN T .
Jumiah Kebijakan, Strategi dan sistem pengumpulan, | BLK 1.795,6 0.0 0,0 0.0 17956
pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi i
program KKBPK berbasis TI yang disusun dan
dilaksanakan :
1.795,6 0,0 0,0 0,0 1.795,6 | Pusat
Jumlah ketersediaan data, informasi dan umpan balik BLK 2.020,1 0,0 0,0 0,0 2.020,1
program KKBPK yang akurat dan terpercaya
2.020.1 0,0 0.0 0,0 2.020,1 { Pusat
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BLK 5.086,9 0,0 0,0 0,0 5.086,9
pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan
informasi program KKBPK
5.086,9 0,0 0,0 0,0 5.086,9 | Pusat
Jumiah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan BLK 998,1 0,0 0,0 0,0 9981
pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi
program KKBPK
998,1 0,0 0,0 0,0 9981 | Pusat
Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam BLK 1.322.3 0.0 00 0,0 13223
pengelolaan data dan informasi program KKBPK
13223




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 i

Tersedianya Sistem Infomasi : 0,0 0,0
Keluarga program KKBPK
berbasis TI sebagai pusat data
informasi BKKBN

0

Jumiah Kebijakan, KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Strategi dan sistem
pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
evaluasi data dan
informasi program
KKBPK berbasis Tl yang
disusun dan dilaksanakan

Jumlah ketersediaan data, KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
informasi dan umpan balik

program KKBPK yang
akural dan terpercaya

Jumlah pelaksanacn KE 0.0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0.0 0,0
monitoring dan evaluasi
program pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
evaluasi data dan
informasi program
KKBFPK

Jumlah mitra kerja dan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
stakeholders yang
melakukan pengelolaan
dan pemanfaatan data dan
informasi program
KKBPK




Jumlah tenaga pengelola
yang kompeten dalam
pengelolagn data.dan
informasi program
KKBPK
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1. Kementerian/Lembaga
2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi

dan Komunikasi (STIK

TR

Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi

FORMULIR 3

i

|

!

|
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

: Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi

|
: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

: 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
: Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK

18.290,0

Jumlah kebijakan, Strategi, Materi
Layanan STIK yang tersedia sebagai
dukungan penguatan Teknologi,
Informasi dan Dokumentasi program
KKBPK !

Jumlah Sarana Prasarana Pendukung
STIK dalam mendukung program
KKBPK

Jumlah Aplikasi yang
dibangun/dikembangkan dalam
mendukung program KKBPK

Jumlah L;yanan Informasi dan
Dokumentasi dalam mendukung
program KKBPK




Jumlah S]%)M yang Kompeten sebagai 7
Pengelola, STIK dalam mendukung,.
program KKBPK

Jumlah M:onitoring, Evaluasi dan 12
Pembinaan Layanan STIK o

7. Rincian Kegiatan

A Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

01 Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komuniﬁasi {STIK 3 dari skala 1-5 18.290,0| 3 dari 4 dari 4dan | 14.692,0| 15.145,81 15.941,5
skala |- | skala 1- | skala I-
5 5 5
Jumlah kebijakan, Strategi, Materi Layanan STIK yang tersedia 1 178,5 178,5
sehagai dukungan penguatan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi
program KKBPK
Jumlah Sarana Prasarana Pendukung STIK dalam mendukung 3 2.084.3 62528
program KKBPK i
Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dalam mendukung 13 5958 7.745,0
program KKBPK '
Jumlah Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung 19 58,6 1.113,5
program KKBPK ;
Jumlah SDM yang Kompeten sebagai Pengelola STIK dalam 7 107.4 751,7
mendukung program KKBPK
Jumiah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Layanan ST[K 12 1874 2.248.5




B. Sumber Pendanaan

(1) Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan 18.290,0 18.290.0
Komunikasi (STIK _ _ ! : ‘ _
Jumlah kebijakan, Strategi, Materi Layanan STIK yang | BLK 178.,5 0.0 0,0 0,0 1785
tersedia sebagai dukungan penguatan Teimologi,
Informasi dan Dokumentasi program KEBPK
178,5 0,0 0,0 0,0 178,5 | Pusat
Jumiah Sarana Prasarana Pendukung STIK dalam . BLK 62528 0,0 0,0 0,0 6.252,8
mendukung program KKBPK
62528 0,0 0,0 0,0 6.252.8 | Pusat
Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dalam BLK 7.745,0 0,0 0,0 0,0 7.745,0
mendulkung pragram KKBPK
7.7450 0,0 0,0 0,0 7.745,0 | Pusat
Jumlah Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam BLK. L113,5 0,0 0,0 0,0 1.113.5
mendukung program KKBPK
1.113,5 0.0 0,0 0,0 1.113,5 | Pusat
Jumiah SOM yang Kompeten sebagai Pengelola STIK BLK 751,7 0,0 0.0 0,0 51,7
dalam mendukung program KKBPK
751,7 0,0 0,0 00 751,7 | Pusat
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Layanan BLK 2.2485 0.0 0,0 0,0 2.248,5
STIK
2.248,5 0,0 0,0 0,0 2.248,5 | Pusat




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 !

01 | Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi : 0.0 0,0
dan Komunikasi (STIK

Jumlah kebijakan, Strategi, Materi Layanan KE 0.0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
STIK yang tersedia sebagai dukungan
penguatan Teknologi, nformasi dan
Dokumentasi program KKBPK

Jumiah Sarana Prasarana Pendukung STIK KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0.0
dalam mendukung program KKBPK

Jumlah Aplikasi vang dibangun/dikembangkan KE 0,0 0,0 00-00-0600 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
dalam mendukung program KKBPK

Jumlah Layanan Informasi dan Dokumentasi | KE 0,0 0,0 00-00-000) 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
dalam mendukung program KKBPK

Jumlah SDM yang Kompeten sebagai Pengelola KE 0,01 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0,0 0,0
STIK dalam mendukung program KKBFK

Jumliah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 00-00-0000

Layanan STIK

00-00-0000 0,0 0,0 0,0

oy
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| FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
i

i TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Sasaran Strategis : I.Tercapain)fa Penduduk Tumbuh Seimbang
3. Program : Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
4. Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

5. Sasaran Program(Qutcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
il IR T R T T R

: it o i AR SO i BN T
1] Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama 286.701,1
Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional 70% SDM
Aparatur

Peningkatan Jumtah Lembaga Diklat yang terakreditasi |

Peningkatan kuantitas kerjusama bilateral dan multilateral , lembaga 2
i penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK

i Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan 3,! (dari skala 1-4)
pengembangan KB, KS dan Kependudukan

Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penclitian dan pengembangan di 34 prov
Provinsi




6. Kegiatan dan Pendanaan

3309

Penmgkatan Pendldlkan dan Pelatihan Bldang Kepcndudukan KB serta

36.152,.2

0,0

36.152,2

48.345.8

49.641,2

0,0 0,0 471114

Ketahanan dan Kesejahieraan Keluarga
3310 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga 17.087.0 0,0 0,0 0,0 17.087,0 232112 25.357,7 278358

Sejahtera N
3311 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 13.387,5 0,0 0.0 0.0 13.3875 47.253,2 11.817,5 13.103,3
3312 Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kep:endudukan dan 19.871,2 0.0 0,0 0,0 19.871,2 21.665,0 252727 30.265,4

Keluarga Berencana ’

200.203,1 0,0 0,0

5299

Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi

i)

0,0

200.203,1

3551773

372.936,2

3729362
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FORMULIR 3
RENCAl;\IA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

g TAHUN ANGGARAN 2016
i
E
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN})
2. Program : Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BRKBN

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan
Pengembangan program KKBPK

4, Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

5. Unit Organisasi . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan
SDM Aparatur Kependudukan dan KB

Indeks kepuasan user (User /Pengguna 3l
Peserta Diklat) atas penyelenggaraan

Diklat |

Persentase SDM Aparatur dan tenaga 60
fungsional yang dilatih

Persentase Balatbang dan UPT.Balai 80
Diklat Kependudukan dan KB yang
terstandarisasi

Jumtah Kebijakan pendidikan dan 24
pelatihan SDM aparatur dan tenaga
fungsional

Jumiah é;ssessment yang dilaksanakan 12
dalam rangka Akreditasi




Jumlah je_iaring Kemitraan dan

kerjasama dalam Kediklatan yang

operasioninl

7. Rincian Kegiatan

o1

Meningkamnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraain Maju)

65%

70%

47.1114| 49.641 2

36.152,2 15% 80% | 48.345,8

Kependudukan dan KB

Indeks kepuasan user (User /Pengguna Peserta Diklat) atas 3 1.020,0 3.060,0

pemyelenggaraan Diklat

Persentase SDM Aparatur dan tenaga fungsional yang dilatih 60 432, 25.923,7

Persentase Balatbang dan UPT. Balai Dikliat Kependudukan dan KB 80 29,6 23680

yang terstundarisasi

Jumlah Kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan 24 1292 3.100,0

tenaga fungsional i

Jumlah Assessment yang dilaksanakan dalam rangka Akreditasi 12 75,0 500.0

Jumlah jejaring Kemitraan dan kerjasama dalam Kediklatan yang 4 200,1 800,5

aperasional




B. Sumber Pendanaan

Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM 36.152,2 36.152,2
Aparatur Kependudukan dan KB _ o ) _
Indeks kepuasan user (User /Pengguna Peseria Dilday) BLK 3.060,0 0,0 0,0 0,0 3.060,0
atas penyelenggaraan Diklat
3.060,0 0,0 0,0 0,0 3.060,0 | Pusat
Persentase SDM Aparatur dan tenaga fungsional yang BLK 25.9237 0,0 0,0 0,0 259237
dilatih
259237 0,0 0,0 0,0 25.923,7 | Pusat
Persentase Balatbang dan UPT. Balai Diklat BLK 2.368,0 0,0 0,0 0,0 2.368.0
Kependudukan dan KB yang lerstandarisasi
2.368,0 0,0 0,0 0.0 2.368,0 | Pusat
Jumlah Kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM BLK 3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0
aparatur dan tenaga fungsional
3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0 | Pusat
Jumlah Assessment yang dilaksanakar dalam rangka BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Akreditasi
900,0 0,0 0,0 0.0 900,0 | Pusat
Jumlah jejaring Kemitraan dan kerjasama dalam BLK 800,5 0,0 0.0 0.0 800,5
Kediklatan yang operasional
8005 0,0 0,0 0,0 800,5 | Pusat




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

01 | Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan : 0,0 0.0

SDM Aparatur Kependudukan dan KB | '
Indzeks kepuasan user (User /Pengguna 1 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Peserta Diklat) atas penyelenggaraan Diklat
Persentase SDM Aparatur dan lenaga KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Sungsional yang dilatih
Persemtase Balatbang dan UPT. Balai Dikiat KE 0,0 0,0 06000000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Kependudukan dan KB yang terstandarisasi
Jumlah Kebijakan pendidikan dan pelatihan KE 0,0 0,0 00-00-6000 00-006-0000 0,0 4,0 0,0
SDM aparatur dan lenaga fungsional
Jumlah Assessment yang dilaksanakan dalam KE 0.0 00 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0,0 0,0
rangka Akreditasi
Jumlah jejaring Kemitraan dan kerjasama 1 KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

dalam Kediklatan yang operasional
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: FORMULIR 3
s
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

E TAHUN ANGGARAN 2016

g
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

3. Sasaran Program , l1).Me:n1ngkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan
engembangan program KKBPK

4. Kegiatan : Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

5. Unit Organisasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

£ A

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan
(kajian) Keluarga Berencana dan Ketahanan
Keluarga

Jumlah penelitian dan pengembangan 15
Keluarga Berencana dan KS

Persentase hasil penelitian dan 85
pengembangan KB dan KS untuk
pengukuran indikator kinerja komponen
dan input perumusan kebijakan

Persentase hasil penelitian dan 75
pengembangan KB dan KS yang
dipublikasikan melalui jucnal itmiah
terakreditasi




Persentase mitra kerja yang aktif

mclakukén kerjasama Litbang KB dan
KS ‘

7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

01 Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan (kajian} Keluarga 15 17.087.0 16 17 18 23.211,2| 25.357,7] 27.835.8

Berencana dan Ketahanan Keluarga
Jumlah penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan KS 15 942,5 14.137,0
Persentase hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS untuk 85 11,8 1.000,0
pengukuran indikator kinerja komponen dan input perumusan
kebijakan
Persentase hasil penelitian dan pengembangan KB dan K5 yang 75 12,7 950,0

dipublikasikan melalui jurnal ilmiah terakreditasi

Persentase mitra kerfa yang aktif melakukan kerjasama Litbang KB 60 16,7 1.000,0
dan KS :

B. Sumber Pendanaan

o

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan (kajian)
Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga




. Jumlah penefitian dan pengembangan Keluarga BLK 14.137,0 0,0 0,0 0,0 14.137,0
Berencana dan KS
14.137,0 0,0 0,0 0,0 14.137,0] Pusat
Persentase hasil penelitian dan pengembangan KB dan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
KS untuk pengukuran indikator kinerja komgponen dan
input perumusan kebijakan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 | Pusat
Persentase hasil penelitian dan pengembangan KB dan BLK 950.0 0,0 0,0 0,0 950,0
KS yang dipublikasikan melalui jurnal ilmich
terakreditasi
950,0 0.0 0,0 0,0 950,0 | Pusat
Perseniase mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama BLK 1.000,0 0.0 0,0 0,0 1.600,0
Litbang KB dan KS
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 | Pusat
C. Pendan

0

Keluarga

Tersedianya hasil penelitian
dan pengembangan (kajian)

Ketahanan Keluarga

aan PHLN atau PDN Tahun 2016

Berencana dan

)

0,0

0,0

Jumlah penelition dan
pengembangan Keluarga
Berencana dan KS

KE

0.0

0,0

00-60-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

Persentase hasil penelitian
dan pengembangan K8
dan K5 untuk pengukuran
indikator kinerja

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0




komponert dan input
~ perumusan kebifakan

Persentase hasil penelitian KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
dan pengembangan KB |
dan KS yang ’
dipublikasikan melaiui !
Jurnal iimiah terakreditasi

Persentase mitra kerja KE : 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

vang aktif melakukan
kerjasama Litbang KB dan
K5
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; FORMULIR 3
RENCAi*IA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

1S o Program . I.Meningkat:hya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan
- Sasaran Trog " Pengembangan program KKBPK

4. Kegiatan : Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

5. Unit Organisasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

' .

Y e
I

o oo

Tersedianya data dan informasi hasil penclitian dan 13.387.5

pengembangan kependudukan
Indeks kepuasan hasil litbang 3.1
kependudukan
Persentase pemanfaatan hasil litbang 80
kependudukan untuk pengukuran

indikator kinerja komponen dan input
perumusan kebijakan

Persentase hasil lithang kepedudukan 80
yang dipublikasikan

Persentase mitra ketja yang aktif 60
melakukan kerjasama litbang
kependudukan

L



7. Rincian Kegiatan

:

~A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraafn Maju)

B. Sumber Pendanaan

Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan

13.387.5

o1 Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan 15 13.387.5 16 17 472532 11.817,5] 13.103.3
kependudukan ;
Indeks kepuasan hasil lithang kependudukan 3 32513 9.753,9
Persentase pemanfaatan hasil litbang kependudukan untuk 80 11,1 890.5
pengukuran indikator kinerja komponen dan input perumusan
kebijakan
Persentase hasil lithang kepedudukan yang dipublikasikan 80 12,6 1.009,3
Persentase mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama lithang 60 289 1.733,8
kependudukan

13.387.5

2

pengembangan kependudukan
Indeks kepuasan hasil lithang kependudikan BLK 97539 0,0 0,0 0,0 9.753.9
9.753.9 0,0 0,0 0,0 9.753,9 | Pusat
Persentase pemanfaatan hasil lithang kependudukan . BLK 890,5 0,0 0.0 0,0 §90,5
untuk pengukuran indikator kinerja komponen dan input
perumusan kebijakan
8905 0,0 0,0 0,0 890,5 | Pusat




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

01 | Tersedianya data dan informasi
hasil penelitian dan
pengembangan kependudukan

0,0

0,0

?

Persentase hasil lithang kepedudukan yang BLK 1.009,3 0,0 0,0 0,0 1.009.3
dipublikasikan

1.009,3 0,01 0.0 0,0 10093 | Pusat
Persentase mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama BLK 1.733,8 0.0 0.0 0,0 1.733.8
litbang kependudukan

1.733.8 0,0 0,0 0,0 1.733,8 | Pusat

Indeks kepuasan hasil
litbang kependudukan

KE

0,0

0.0

i

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase pemanfaatan
hasil lithang
kependudukan untuk
pengukuran indikator
kinerja komponen dan
input perumusan
kebijakan

KE

0.0

i)

0,0

00-00-0000

00-00-8000

0,0

0,0

)

0.0

Persentase hasil lithang
kepedudukan yang
dipublikasikan

KE

0,0

0,0

00-06-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0




" [EETE RS X . i :
Persentase mitra kerja 00-00-0000 00-00-0000
yang aktif melakukan )
kerjasama lithang ] . ‘
kependudukan ;
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' FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

; TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
3. Sasaran Program : l.Menlngkatpya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan
Pengembangan program KKBPK
4. Kegiatan : Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
5. Unit Organisasi - Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Meningkatnya SDM Aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan Internasional serta
penguatan kerjasama Internasional Bidang
Kependudukan dan KB

19.871,2

Persenta§c peserta yang mengikuui 100
pendidikan jangka panjang (52 & $3) ke
LN lulus dng IPK min. 3 dengan skala 4

[ndeks kepuasan pimpinan terhadap 3.1
peserta yang mengikuti pendidikan
jangka pendek di LN

Indeks kepuasan peserta LN terhadap 31
penyelenggaraan pelatihan internasional

di Indonesia

Jumlah Mol yang diimplementasikan 4

dalam bentuk kegiatan




Jumlzh pejabat/staf BKKBN dan mitra 25
kerja yang menjadi pembicara/delegasi
pada pem?muan internasional di luar

negeri :

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan 11
Pembinaan

7. Rincian Kegiatan
A_.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

ol Meningkatnya SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta 40 19.875.2 40 40 40 21.665,0 252727 30.265.4
p ke l ional Bidang Kependudukan dan KB

Persentase peseria yang mengikuli pendidikan jangha panjang (52 & $3p ke LN tulus dng 100 41,% 41926

1PK min, 3 dengon skola 4

Incleks kepucsan pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikar jangka perdek di 1 53190 1.617,0

IN

Indeks kepuasan peseria LN ihd penyelenggaraan pelatiban imernasional & Indonesia 3 693.3 2.080.0

Jumilah Mol) yang diimplemeniasikan dalam bentuk kegiatan 4 2.200,3 8.801.4

Jumiah pejabat:siaf BKKAN dar mitra ketja yang menjodi pembicara/delegay pada 25 79.6 1.990,2

perieruan internasional Ji luar negert

Jumiads Monitoring, Fvaluast dan Pembinaan il 1082 1.1940,0

[ [TV .

B. Sumber Pendanaan

Meningkatnya SDM Aparatur vang, mengikuti pendidikan dan pelatihan : 198712 . . 19.874,2
Internasional serta p kerjasama | ional Bidang Kependudukan dan
KB




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

01 | Meningkatnya SDM Aparatur yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
Internasional seraa penguatan
kerjnsama Internasional Bidang
Kependudukan dan KB

090

Persentase peseria yang mengikuli pendidikan jungha panjang (52 & 53) ke BLK 4.192,6 0,0 0.0 0,0 4.192,6
LN Iutus drg IPK min. 3 dengan skala 4

4.192,6 0,0 0,0 0,0 4.192,6 | Pusat
Indeks kepuasan pimpinan rerhadap peserta yang mengikuti pendidikan BLK 1.617,0 0,0 0.0 0.0 1.617,0
Jjangka pendek di LN

1.617,0 0,0 0,0 00 1.617,0 | Pusat
Indeks kepuasan peseria LN ihd penyelenggaram peiatihan internasional di BLK 2.080,0 0,0 00 0,0 2.080,0
Indonesia

2.080,0 0,0 0,0 0,0 2.080,0 | Pusat
Jumilah Moll yang diimplemeriasikan dalam benituk kegiatar BLK 3.801,4 00 00 00 8.801,4

£.801 4 00 0,0 0,0 8.301.4 | Pusat
Jumlah pejabatistaf BKKEN dan mitra kerja yang menjadi BLK 1.990,2 0.0 0,0 0.0 1.990,2
pembicara/delegasi pada pertemuan internasional di fuar negeri

1.990,2 0.6 0,0 0.0 1.990,2 | Pusat
Jumiah Moniroring, Evalnas dan Pembinaan BLK 1.190.0 0,0 0.0 a0 1.190,0

1.190,0 0,0 0.0 o0 1.190.0 | Pusm

Perseniase peseria yany KE
mengikuti pendidikan jangka

panjong (52 & $3) ke LN hulus
dng 1PK min. 3 dengan skala 4

00

0.0

00-00-0000

a0

0.0

00




Incieks kepucsan pimpinan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 00

terhadap peseria yang mengikuti
pendidikan jangka pendek di LN

Tndeks kepuasan peseria LN thd KE . 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 00 0,0 00

penyelenggoraan pelatiham b
internasional di fndonesia .

Jumiah Mol/ yang KE 0,0 9,0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0,0 00
difmplemerdasikan daicm bentuk
kegiatan

Jumiah pejabor/staf BKKBN dan KE i 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 00 00
mitra kerja yang menjacdi
pembicara/delegasi pada
pertemuan iniernasional di lear
negeri

Jumiah Moniioring, Evaluasi KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 00 0.0
dan Pembinaan

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
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_ FORMULIR 3
RENCAII\IA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelengpgara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan
Pengembangan program KKBPK

4. Kegiatan . Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi

5. Unit Organisasi : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)

6. Sasaran Kegiatan(Qutput) dan Pendanaannya

01 Terselenggaranya kegialan pelatihan, penelitian dan 200.203,1

pengembangan di Provinsi

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan 2
SDM (SDM Aparatur dan tenaga
Fungsional) diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah hasil-hasil penelitian dan 3
pengembangan program KKBPK (KKB)
yang dimanfaatkan




7. Rincian Kegiatan :
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

01 Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di

200.203,1

34

34

34

355.177,31372.936,2| 372.936,2

( KK B) yang dimanfaatkan

B. Sumber Pendanaan

34
Provinsi
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparamr dan 66 2.180,3 143.901,5
tenaga Fungsional) diselurub tingkatan wileyah
Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK %99 568,7 56.301,6

Terselenggaranya kegiatan pelatihan, ]JC!'IChllan dan

200.203,1

0.0

0.0

6,0

200.203,1

)

pengembangan di Provinsi
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM {(SDM BLK 143.901,5 0,0 0.0 0,0 143.901,5
Aparatur dan tenaga Fungsional) diseluruh tingkatan
wilayah
2,782,3 00 0,0 0,0 2.782,8 | Provinsi DK
Jakarta
1.573,0 0,0 0,0 0.0 1.573,0 { Provinsi Gorontalo
4.352.8 a0 0,0 0,0 4.352,8 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur
23380 0.0 0,0 0,0 2.338,0 | Provinsi Sulawesi
Tengah
4.556.0 00 0,0 0,0 4.556,0 | Provinsi Lampung
62233 0,0 00 0,0 Provinsi Nanggroe

62233

Aceh Darussalam




0,0

1.425,6 0,0 .00 1.425,6 | Provinsi Bangka
Belitung

3.766,2 0,0 0,0 0,0 3.766,2 | Provinsi Nusa

: Tenggara Barat

297198 0,0 0,0 0,0 2.979.8 | Provinsi Sulawesi
Ulara

51753 0,0 0,0 0,0 5.175,3 | Provinsi Sumatera
Selatan

149140 0,0 0,0 0,0 14.914,0 | Provinsi Jawa
Timur

43713 0,0 0,0 0,0 4,371,3 | Provinsi Banten

25715 0,0 0,0 0,0 2.571,5 | Provinsi Bali

2.665.3 0,0 0,0 0,0 2.665.3 | Provinsi
Kalimantan Timur

29169 0,0 0,0 0,0 2.916,9 | Provinsi Jambi

2.654,0 0,0 0,0 0,0 2.654,0 | Provinsi Di
Yogyakarta

2.064.9 0,0 0,0 0,0 2.064,9 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

1.786,9 0.0 0,0 0,0 1.786,9 | Provinsi Maluku
Utara

19224 0,0 0,0 0,0 1.922.4 | Provinsi Maluku

33130 0,0 0,0 0,0 3.313,0 | Provinsi
Kalimantan
Selatan

41527 0,0 0,0 0,0 4.152,7 | Provinsi Riau

14.125.5 0,0 0,0 0,0 14.125,5 | Provinsi Jawa
Tengah

12527 0.0 0,0 0,0 1.252,7 | Provinsi Papua

Barat




2.225,7

0,0 0,0 0,0 2.225,7 | Provinsi Bengkulu
36768 0,0 0,0 0,0 3.676,8 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
25193 0,0 0,0 0,0 2.519,3 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
3.840.8 0,0 0,0 0,0 3.840,8 | Provinsi Sumatera
Barat
14.792,8 0,0 0,0 0,0 14.792.8 | Provinsi Jawa
Barat
2.209.6 0,0 0,0 0,0 2.209.6 | Provinsi
Kepulauan Riau
1.681.9 0,0 0,0 0,0 1.681.9 | Provinsi Papua
6.491.0 0,0 0,0 0,0 6.491,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan
33098 0,0 0,0 0.0 3.309,8 | Provinsi
Kalimantan Barat
9.270,2 0,0 0,0 01,0 9.270,2 | Provinsi Sumatera
Utara
Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan BLK 563016 0,0 0,0 0,0 56.301.6
program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan
1.252,3 0,0 0,0 0,0 1.252.3 | Provinsi DKI
Jakarta
9238 0,0 0,0 0,0 923.8 | Provinsi Gorontalo
1.824,5 0,0 0,0 0,0 1.824.5 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur
1.271,5 0,0 0,0 6,0 1.271,5 | Provinsi Sulawesi
Tengah
1.777.2 0,0 0.0 0,0 1.777,2 | Provinsi Lampung
0,0 0,0 1.829.7 | Provinsi Nanggroe

1.829.7

0.0

Aceh Darussatam




1.060.9

0,0

0,0 0,0 1.060,9 | Provinsi Bangka
Belitung
1.402.4 0,0 0,0 0,0 1.402.4 | Provinsi Nusa
i Tenggara Barat
1.459,7 0,0 0,0 0,0 1.459,7 | Provinsi Sulawesi
Utara
1.970,5 0,0 0,0 0,0 1.970,5 | Provinsi Sumatera
Selatan
42092 0,0 0,0 00 42092 | Provinsi Jawa
Timur
1.4577 0,0 0,0 0,0 1.457,7| Provinsi Banten
1.250.4 0,0 0,0 0,0 1.250,4 { Provinsi Bali
1.430,6 0,0 0,0 0,0 i.430,6 | Provinsi
Kalimantan Timur
1.298,) 0,0 0,0 0,0 1.298,1 | Provinsi Jambi
1.069,9 0,0 0,0 0,0 1.069.9 | Provinsi Di
Yogyakarta
965,5 0.0 0,0 0.0 965,5 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat
1.190,0 0,0 0,0 0,0 1.190,0 | Provinsi Maluku
Utara
1.351,0 0,0 0,0 0,0 1.351,0 | Provinsi Maluku
14332 0,0 0,0 0,0 1.433.2 | Provinsi
Kalimantan
Selatan
1.4532 0,0 0,0 0,0 1.453,2 | Provinsi Riau
318914 0,0 0.0 0,0 3.891,4 | Provinsi Jawa
Tengah
13282 0,0 0,0 0.0 1.328.2 | Provinsi Papua

Barat




1.191,4 0,0 0.0 0,0 1.191 4 | Provinsi Bengkulu

1.275,2 0,0 0,0 0,0 1.275,2 | Provinsi Sulawesi
Tenppara

1.353,8 0,0 0,0 0,0 1.353,8 | Provinsi
Kalimantan
Tengah

1.843,0 0,0 0,0 0,0 1.843,0 | Provinsi Sumnatera
Barat

3.6109 0,0 0,0 0,0 3.610,9 | Provinsi Jawa
Barat

1.190,8 0,0 0,0 0,0 1.190,8 { Provinsi
Kepulauan Riau

2.184,6 0.0 0,0 0,0 2.134,6 | Provinsi Papua

2.326.0 0,0 0,0 0,0 2.326,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan

1.448.0 0,0 0,0 0,0 1.448,0 | Provinsi
Kalimantan Barat

27775 0.0 0,0 0,0 2.777,5 | Provinsi Sumatera
Utara

01 | Terselenggaranya kegiatan

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

0,0

Pengembangan SOM

00-00-0000

0,0
pelatihan, penelitian dan
pengembangan di Provinsi
Jumlah Pembinaan dan KE 0.0 0,0 00-00-0000 0.0 0,0 0,0




(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

i)

0,0

0,0

Jumiah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tinghatan
wilayah

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

00

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
{SDM Apararur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan

wilayah

KE

0,0

00

00-00-0000

00-00-0000

0,0

- 0,0

0,0

()

Jumigh Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan

wilayah

KE

0,0

0,0

(0-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
{(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilavah

0,0

0,0

06-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dari

KE

0,0

0.0

00-00-0000

$0-00-0000

0,0

£

0,0

0,0




tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilavah

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SODM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

>

0,0

)

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

0,0

0,0

00-00-0000

C0-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan

wilayvah

KE

0,0

6,0

00-00-0000

00-00-0000

00

t]

0,0

)

0,0

Jumiah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

00

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

il

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SOM
(SDM Aparaiur dan
tenaga Fungsional)

KE

00

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0




diseluruh tingkatan
wilayah

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
{(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

il

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diselurubi tinglatan
wilayah

KE

0,0

0,0

)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

>

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan

wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

006-00-0000

0,0

0,0

7

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
{SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

>

0,0

0,0




diseluruh tingkatan
wilayah

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

0,0

0,0

i)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

t)

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

>

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional}
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

Jumiah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilavah

0,0

?

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

)

0,0

0,0

Jumiah Pembinaart dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0.0

0,0

00-00-0000

(0-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
({SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)

KE

0.0

0,0

00-06-0000

00-00-0000

0,0

0,0

il

0,0




diseluruh tingkatan
wilayah

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan

wilayah

0,0

t)

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan

wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional}
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0:000

00-00-0000

0,0

0.0

0,0

i)

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
{(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

2

0.0

0,0

)

Jumiah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilavah

0,0

0,0

00-00-G000

00-00-0000

0,0

0.0

0.0

»

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional}

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0




diseluruh tingkatan
wilayah

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional)
diseluruh tingkatan
wilayah

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

)

0.0

0,0

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan
tenaga Fungsional}
diseluruh tingkatan
wilayah

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

00

)

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan progran
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

2

00-60-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) vang
dimanfaatkan

KE

0.0

0,0

00-00-3000

00-00-0000

0,0

0,0

3

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah hasil-hasil
peneli!ian‘dan

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

>

0,0




pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

£l

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK {KKB) yang
dimanfaatkan

0,0

0,0

3

00-00-0000

00-00-0000

6,0

)

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

0,0

)

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

Jumiah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

6,0

>

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasi!
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB} yang
dimanfaatkan

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

0,0

£l

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

?

0.0

Jumiah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan -program

0,0

?

0,0

(0-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

2

0.0




KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

Jumiah hasil-hasif
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

£l

00|

0.0

Jumilah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0.0

00-00-0000

$0-00-0000

0,0

0,0

0.0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB} yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

¥

0,0

0,0

JSumiah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

00

00-00-G000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

?

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

Jumiah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0.0

i

0,0

f

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

?

0,0

Jumiah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program

KE

0,0

?

0,0

2

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0




KKBPK (KKB) yang
dimanfaathkan

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

£l

0,0

0,0

Jumiah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

)

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB} yang
dimanfaatkan

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

>

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

09

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

)

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

pengembangan program




KKBPK (KKB} yang
dimanfaatkan

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB} yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan prograrnt
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0.6

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

)

Jumlah hasil-hasil
penelition dan
pengembangan program
KKRBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

0,0

(0-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah hasil-hasil
penelition dan
pengembangan program
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan

KE

0,0

)

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan program
KKBPK (KKB} yang
dimanfaatian

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0,0




bpett

Jumiah hasil-hasif : 00-00-0000 00-00-0000
penelitian dan

pengembangan program C : .
KKBPK (KKB) yang

dimanfaatkan !

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
!
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Sasaran Strategis : L.Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
3. Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
4. Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

ERLE AR R

0l Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK 18.500,0
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan 15 % (dari satker
Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit ya
Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker 34
Perwakilan BKKBN provinsi

AL ET sy

engelolaan Program KKBPK Wilayah 111 5.033,0 0.0 0,0 0,0 5.033,0 5.166,7 5.500,0 5.8333

3

3306 Peningkatan Akuntabilitas

3307 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah | 4,733,5 0,0 0,0 0,0 4,733,57 5.166,7 5.500,0 58333

3308 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPjK Wilayah 1t 4.733.5 0,0 0.0 0.0 4,733,5 5.166,7 5.500,0 5.8333




! JITDY LA TR F] RSP BN 2N SN ! TR P : HES )
5298 | Pengelolaan Program Pengawasan Provinsi | 40000 mm 40000 so0000| sso00| 60000V
i, . - : i . - It“‘l.j l” e oot e er v o b e ] b e ;'. B h i ML _.” i_....,_.».. - S ‘s B ’ l“‘: L . g Tei

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

Chwh~

r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001



FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga . BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program © Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3. Sasaran Program : I.Meningkathya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4. Kegiatan : Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah 111

5. Unit Organisasi : Inspektorat wilayah HI1
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

efektif efisien terhadap pengelolaan program
KKBPK di wilayah iII

Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern 14
yang cfeldctif dan efisien di wilayah

Pengawasan 1I! .

Jumlah satker di wilayah [II yang 3

menerapkan Zona Integritas Wilayah
Bebas dap Korupsi




7. Rincian Kegiatan I

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakira

01

Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intem yang efektif eﬁ#ien

an Maju)

5.166,7

B. Sumber Pendanaan

oy

14 5.033,0 14 14 14 5500,0| 5.8333
terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah IIT
Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien di 14 3416 47830
wilayah Pengawasan 11l
Jumlah satker di wilayah Il yang menerapkan Zona Integritas 3 833 2500
Wilayah Bebas dari Korupsi

i e

Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intem yang efektif

5.033,0

Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

01 5.033,0 0.0 0,0 0,0
efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah Il
Jumiah Pelaksanaan pengawasan interr yang efektif dan BLK 4.783,0 0,0 0,0 0,0 4.783,0
efisien di wilayah Pengawasan 1If
47830 0,0 0,0 0,0 4.783,0 | Pusat
Jumlah satker di wilayah 1l yang menerapkan Zona BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 2500

250,0




0l

Terlaksananya pelaksanaan
pengawasan intern yang efektif
cfisicn terhadap pengelolaan
program KKBPK di wilayah

i)

0,0

0,0

>

Jumiah Pelaksanaan
pengawasan intern yang
efeklif dan efisien di
wilayah Pengawasan /1]

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0060

0,0

0,0

0,0

Jumlah satker di wilayah
I yang menerapkan Zona
Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001

0.0




FORMULIR 3
{
RENCAENA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

L TAHUN ANGGARAN 2016
:
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4. Kegiatan : Peningkatan‘Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah |

5. Unit Organisasi . Inspektorat wilayah I
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Ia-ﬂ‘l-“mhu.‘_.‘n... i < 4 B - T
Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intemn yang

efektif dan efisien terhadap pengelolaan program
KKBPK di wilayah |

Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern 14
yang efektif dan efiien di wilayah

Pengawz}san i

Jumlah sjatker di wilayah | yang 3

menerapkan Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi




7. Rincian Kegiatan i
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraa:n Maju)

01 Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien 14 4.733,5 14 14 14 5.166,7| 5.500,0| 58333
terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah [

Jumlah Pelaksanaan pengwasan intern yang efektif dan eﬁien di 14 3203 4.483,5
wilayah Pengawasan 1 :

Jumlah satker di wilayah I yang menerapkan Zona Integritas 833 250,0
Wilayah Bebas dori Korupsi

0! Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif 4.733,5 0,0 0,0 0,0 4.733,5
dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah
I
Jumiah Pelaksanaan pengwasan intern yang efektif dan ! BLK 44835 0,0 0,0 0,0 4.483.5
efiien di wilayah Pengawasan I .
44835 0,0 0,0 0,0 4.483,5 | Pusat
Jumiah satker di wilayah I yang menerapkan Zona : BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 2500
Integritas Wilavah Bebas dari Korupsi
2500




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

Terlaksananya pelaksanaan 0,0 0,0
pengawasan intern yang efektif

dan efisien terhadap
pengelolaan program KKBPK
di wilayah 1

—

0

Jumlah Pelaksanaan KE : 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
pengwasan intern yang

efektif dan efiien di
wilayah Pengawasan !

Jumlah satker di wilayah | KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0.0 0,0
yang menerapkan Zona

Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001



_ FORMULIR 3
RENCAFA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

E TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga . BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3, Sasaran Program : l.Meningkathya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4. Kegiatan : Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah I1

5. Unit Organisasi : Inspektorat wilayah [l

6. Sasaran Kegiatan(Qutput) dan Pendanaannya

01 Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang
efektif dan efisien terhadap pengelolaan program
KKBPK di wilayah iI

Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern 14
yang efektif dan efisien di wilayah

Pengawasan [

Jumlah satker di wilayah II yang 3

menerapkan Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi

A



7. Rincian Kegiatan

Lret

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraain Maju)

Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif

47335

0,0

01 Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intemn yang efektif dan efisien 14 4.733,5 14 14 14 5.166,7| 5.500,0] 58333
terhadap pengelotaan program KKBPK di wilayah 11
Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan éﬁsr’en di 14 3203 4.483.5
wilayah Pengawasan I
Jumlah satker di wilayah I yang menerapken Zona Integritas 3 83,3 2500
Wilayah Bebas dari Korupsi

Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

0,0 0,0 47335
dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah
11
Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan BLK 44835 00 0.0 0.0 44835
efisien di wilayah Pengawasan If .
4.483.5 0,0 0,0 00 4.483,5 | Pusat
Jumlah satker di wilayah I1 yang menerapkar Zona BLK 2500 0,0 0,0 0,0 250,0




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

Terlaksananya pelaksanaan . 0.0 0,0
pengawasan intern yang efektif

dan cfisien terhadap
pengelolaan program KKBPK
di wilayah Il

0

—

Jumlah Pelaksanaan KE ) 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
pengawasan intern yang

efekiif dan efisien di
wilayah Pengawasan if

Jumlah satker di wilayah KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-30-0000 0,0 0,0 0.0
1! yang menerapkan Zona

Integritas Wilayah Bebas
dari Korupst

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/m Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001



FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4, Kegiatan : Pengelolaan Program Pengawasan Provinsi
5 Unit Organisasi : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)

pengawasan lainnya di provinsi

Jumiah peningkatan pelaksanaan
pengawasan lainnya dan penerapan ZI
WBK

01 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi 34 4.000,0 34 34 34 5.000,01 5.5000| 6.0000




&

A e ki

SR .G L

Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan 33
penerapan ZI WBK

0l Terwujudnya akunabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
di provinsi
Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya BLK 4.000,0 0,0 0.0 0.0 4.000,0
dan penerapan ZI WBK
98,5 0,0 0,0 6.0 98,5 { Provinsi Bangka
Belitung
79,0 0.0 0,0 0.0 79.0 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat
129,5 0.0 0,0 4.0 129.5 | Provinsi Sulawesi
Utara
196,0 0.0 0,0 0.0 196,0 | Provinsi Sumatera
Selatan
221,5 0,0 0,0 0.0 221,5 | Provinsi Jawa
Timur
88,5 0,0 0.0 0.0 88,5 | Provinsi Banten
980 0,0 0.0 0.0 99.0 | Provinsi Bali
116,5 0,0 0.0 0.0 116,5 | Provinsi
Kalimantan Timur
74,0 ' 0,0 0,0 0.0 74,0 | Provinsi Jambi




0,0

0,0

0,0

Provinsi Di

109,5 A
Yogyakarta

63,0 0,0 0,0 0,0 63,0 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 | Provinsi Maluku
Utara

123,5 0,0 0,0 0,0 123,5 | Provinsi Maluku

69,0 0,0 0,0 0.0 69,0 | Provinsi
Kalimantan
Selatan

1270 0,0 0,0 0,0 127,0 | Provinsi Riau

2280 0,0 0,0 0,0 228.0 | Provinsi Jawa
Tengah

61,5 0,0 0,0 0,0 61,5 | Provinsi Papua
Barat

106,5 0,0 0,0 0,0 106,5 | Provinsi Bengkulu

124,5 0,0 0,0 0.0 124,5 | Provinsi Sulawesi
Tenggara

112,5 0,0 0,0 0,0 [12,5 { Provinsi
Kalimantan
Tengah

83,5 0.0 0,0 0,0 83,5 | Provinsi Sumatera
Barat

181,0 0.0 0,0 0,0 181.0 | Provinsi Jawa
Barat

91,5 0.0 0,0 0,0 91,5 | Provinsi
Kepulavan Riau

230,5 0,0 4,0 0,0 230,5 | Provinsi Papua

183,0 0.0 0,0 0.0 183,0 | Provinsi Sulawesi

Selatan




0,0

0,0

125,5 | Provinsi

Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan pengawasan
lainnya di provinsi

’ Kalimantan Barat
0,0 0,0 0,0 201,5 | Provinsi Sumatera
Utara
0,0 0,0 0,0 57,0 | Provinsi DK{
Jakarta
0,0 0,0 0,0 68,0 | Provinsi Gorontalo
0,0 0,0 0,0 188,5 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0 0,0 0,0 69,0 | Provinsi Sulawesi
Tengah
0,0 0,0 0,0 116,5 | Provinsi Lampung
0,0 0.0 0,0 112,80 Provinsi Nanggroe

2

Acch Darussalam

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan

lainnya dan penerapan Z1

weK

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0 0.0




pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1
WBK

Jumiah peningkatan

KE

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
{ainnya dan penerapan Z1
WBK

KE

0,0

0,0

60-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumlah peninghatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan 21
WBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

+

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WBK

KE

0,0

0,0

t)

00-006-0000

00-00-0000

0.0

00

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
{lainnya dan penerapan Z1
WBK

KE

0,0

0,0

f

00-00-6000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

1

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1I
WBK

KE

0,0

0,0

(0-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

2

0,0

Jumilah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WBK

KE

0,0

0,0

(0-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WBK

0,0

?

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0




Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WBK

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WBK

KE

0,0

3

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

()

0,0

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1
WBK

KE

0,0

6,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WEBK

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1
WBK

0,0

0.0

00-00-0000

G0-00-0000

0,0

0,0

0.0

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1
WBK

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0.0

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1I
WBK

KE:

0,0

0.0

00-00-0000

(40-00-0000

6,0

0,0

0,0




Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WBK

0,0

0,0

00-00-0000

)

0,0

0,0

0,0

’

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Zf
WBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-60-0000

0.0

0,0

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1
WBK

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0,0

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan 7/
WBK

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

H

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z1
WBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Sumlah peningkatan
peleksancan pengawasan
fainnya dan penerapan Zl
WBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

>

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan 71
WBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

00

0,0

0,0




Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnyva dan penerapan ZI
WBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

)

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Zf
WBK

KE

0,0

?

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
{lainnya dan penerapan ZI
WBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

i)

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Zf
WBK

KE

0.0

H

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
{ainnya dan penerapan Z1
wWBK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

il

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI
WBK

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnyva dan penerapan ZI1
WwaK

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Jumiah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan 21
WBK

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

6,0

»

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

6.0

0.0




lainnya dan penerapan ZI

WEBK

Jumlah peningkatan
pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan Z|
WBK

00-60-0000
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FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Sasaran Strategis : l.Tercapaii'lya Penduduk Tumbuh Seimbang
3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRKBN
4. Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program
KKBPK

s A C At i s i e T e AR

KP)

gL

Bl ik

4

Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai
dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB

serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi
—— T

Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK WTP

Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu 3

pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran

terpadu dan berbasis kinenja

Pessentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara 5%

(ASN) vang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap) pengembangan
SDM

indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, | 3 dari skala -4

dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

Jumiah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB 34




6. Kegiatan dan Pendanaan

3300

WA

Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan

10.250,0

0.0

0,0

yi

9.500,0

9.200,0

10.500,0

, 0,0 10.250,0
dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana .
3301 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 21.500,0 0,0 0,0 0,0 21.500,0 20.000,0 20.000,0 25.000,0
3302 Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran 9.250,0 0,0 0,0 0,0 9.250,0 11.000,0 11.000,0 12.000,0
3303 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 8.520,0 0,0 0,0 0,0 8.520,0 7.350,0 7.600,0 7.813,7
Manusia Aparatur
3304 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan 1344133 0,0 0,0 0,0 134.413,3] 163.175,7] 171.653,6| 1769183
5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis 492.331,1 0,0 0,0 0,0 492.331,1| 5048893 | 535.182,7| 567.2936
lainnya Provinsi '

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001




1. Kementerian/Lembaga
2. Program

3. Sasaran Program
4, Kegiatan

5. Unit Organisasi

il it

pelaksanaan program KKBPK

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang 10.250,0
dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan

FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
: 1.Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK

. Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan
" Tata Laksana

: Biro Hukum, Organisasi dan Humas

i

Jumlah kebijakan, strategi, dan materi 1
hukum, organisasi dan humas {termasuk
perangkat tata laksana, dan NSPK
pengendalian penduduk dan KB) yang
disusun dan dapat dimanfaatkan olch
semua stakeholders dan mitra kerja

Jumlah prdvinsi yang mendapat fasilitasi 34
pclaksanagn NSPK di kabupaten/kota

Jurniah pelaksanaan monitoring dan 35
evaluasi dalam penataan
Hukum,Organisasi dan Humas (Pusat
dan Provirisi)

Persentase permasalahan dalam penataan 100
organisasi dan (atalaksana yang




e abas i g

ditindaklanjuti berdasarkan hasil
idcntiﬁkqsi

SR

Jumlah pembinaan, pembimbingan, dan
fasilitasi kehumasan terkait
penyebarluasan informasi urusan
pemerintahan bidang KKB dan
pencitraan BKKBN

35

Persentase kasus hukum yang dapat
difasilitasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

100

Jumlah provinsi yang mendapat
sosialisasi peraturan perundang-
undangan

100

Persentase provinsi yang difasilitasi
dalam pembentukan Kelembagan
Pengendalian Penduduk dan KB di
kabupaten/kota

100

7. Rincian Kegiatan

Persentase analisa jabatan yang
diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten
dan kota)

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

al Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergiinakan 1
sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK

10.250,0 1 1 i 9.500,01 9.200,0] 10.500,0




Jumlah kebifakan, strategi, dan materi hukum, organisasi dan humas

1.850,0 ;
{termasuk perangkat tata laksana, dan NSPK pengendalian penduduk .
dan KB) yang disusun dan dapat dimanfaatkan oleh semua
stakeholder
Jumliah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan NSPK di 34 20,6 700,0
kabupaten/kota
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan 35 38,7 1.355,0
Hulum, Organisasi dan Humas (Pusat dan Provinsi)
Persentase permasalahan dalam penataan organisasi dan 100 37 3650
tatalaksana yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil idemifikasi
Jumlah pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi kehumasan terkait 35 35,7 1.950,0
penyebariluasan informasi urusan pemerintahan bidang KK8 dan
pencitraan BEKKBN
Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan i 30 3000
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundang- 100 7.5 750,0
undangan
Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan 130 223 22300
Kelembagan Pengendalian Pendudvk dan KB di kabupaten/kota
Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, 100 1.5 750,0

kabupaten dan kota)




B. Sumber Pendanaan

O R TN XIS T3S

il Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat ‘ 10.250,0 0,0 0,0 0,0 10.250,0

dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program
KKBPK
Jumlah kebijakan, strategi, dan materi hukum, organisasi BLK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0
dan humas (termasuk perangkat tata laksana, dan NSPK
pengendalian penduduk dan KB) yang disusun dan dapat
dimanfaatkan oleh semua stakeholder
1.850.0 0,0 0,0 0,0 1.850,0 | Pusat
Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
NSPK di kabupaten/kota
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 | Pusat
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam BLK 1.355,0 0,0 0,0 0,0 1.355.0
penataan Hukum,Organisasi dan Humas (Pusat dan
Provinsi)
1.335,0 00 0,0 0,0 1.355,0 | Pusat
Persentase permasalahan dalam penataan organisasi dan BLK 365,0 0,0 0,0 0,0 365,0
tatalaksana yang ditindaklanfuti berdasarkan hasil
identifikasi
3635,0 0,0 0,0 0,0 365,0 | Pusat
Jumiah pembinaan, pembimbingan, dan fasititasi BLK 1.950,0 0,0 0,0 0,0 1.950,0
kehumasan terkait penyebarluasan informasi urusan
pemerintahan bidang KKB dan pencitraan BKKBN
1.950.0 0,0 .0 0,0 1.950,0 | Pusat
Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai BLK 300,0 0,0 0,0 00 300,0
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3000 0,0 0,0 00 300,0 | Pusat
Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan BLK 7500 0,0 0,0 0,0 750,0
perundang-undangan
750.6G 0,0 00] 0,0 750,0 | Pusat




MoensowEm b Erlignegieed

Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BLK 2.230,0 0,0 0,0 0.0 2.230,0
Kelembagan Pengendalian Penduduk dom KB di
kabupaten/kota

2.230,0 0,0 0,0 0,0 2.230,0 | Pusat -

Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
provinsi, kabupaten dan kota)

0.0 0,0 0.0 7500 | Pusat

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 201

e T

01 | Tersedianya Landasan hukum 0,0 0,0
dan kebijakan yang dapat
dipergunakan sebagai dasar
penguatan pelaksanaan

program KKBPK

Jumlah kebijakan, KE ’ 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
strategi, dan materi

hukum, organisasi dan
humas (termasuk
perangkal tata laksana,
dan NSPK pengendatian
penduduk dan KB} yang
disusun dan dapat
dimanfaatkan oleh semua

stakeholder

Jumlah provinsi yang KE | 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
mendapat fasilitasi
pelaksanaan NSPK di i

kabupaten/kota




Jumiah pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
- dalam penataan
Hulum, Organisasi dan
Humas (Pusat dan
Provinsi)

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase permasalahan
dalam penataan
organisasi dan
tatalaksana vang
ditindaklanfuti
berdasarkan hasil
identifikasi

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumlah pembinaan,
pembimbingan, dan
Jasilitasi kehumasan
terkait penvebarfuasan
informasi urusan
pemerintahan bidang KKB
dan pencitraan BKKBN

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Persentase kasus hulam
yang dapat difasilitasi
sesuqi dengan peraturan
perundang-undangan vang
berlaku

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-G0-0000

0,0

0,0

0.0

7

Jumlah provinsi yang
mendapat sosialisasi
peraturan perundang-
undangan

KE

0,0

0,0

00-06-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase provinsi yang
difasilitasi dalam
pembentukan Kelembagan
Pengendation Penduduk
dan KB di kabupatenskota

KE

0.0

0,0

2

040-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

i)

Perseniase analisa
Jjabatan yang diselesaikan

KE

0,90

0,0

00-00-0000

00-00-00600

0,0

0,0

0.0
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(pusat, provinsi,
kabupaten dan kota}
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. Sasaran Program : |.Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. Kegiatan : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
5. Unit Organisasi : Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

x i i 1

ol Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN WTP 21.500,0 4] 04 05
yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP

Persentase Laporan Keuangan Satuan 100
Kerja sesuai SAP (Standar Akuntanst
Pemerintahan)

Persentase Satuan Kerja yang 100
melaksanakan Pengelolaan Keuangan
dengan tingkat akurasi yang dapat
dipertanggung jawabkan

Persentase Pengelotaan Pengadaan 100
Barang dan Jasa sesuai dengan 6 Tepat

Presentase Barang Inventaris tercatat 100
pada SIMAK. BMN di semua Tingkatan

yang kredibel

Jumlah Kebijakan dan Strategi 6

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang
disusun dan dimanfaatkan oleh unit kerja




Jumnlah Pembinaan Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan

Barang Milik Negara (BMN) yang

dilaksanakan

Persentase Sarana‘dan Prasarana

Perkantoran Terhadap Kebutuhan PKKB

100

Rasio Laporan Stock Alkon di Gudang

min 3 bulan dan
max

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

Terwujudnya pengelolaan

Pengembangan Manajemen Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan dan

BMN

60

21.500,0

WTP

20.000,0

al BMN yang akuntabel untuk WTP wTP
mencapai tingkat opini WTP :
Persentase Laporan Keuangan Sanan Kerja sesuai SAP (Standar 100 26,0 2.5950
Akuniansi Pemerintahan)
Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengeloloan Keuangan 100 12,0 1.200,0
dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan
Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 100 6,7 6700
6 Tepat
Presemase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK BMN di semua 100 10,0 1.000,0

Tingkaian yang kredibe!




Vi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN vang
akuntabel untuk mencapai tingkai opini WTP

Jumlah Kebijaken dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan BMN 6 100,0 6000
yang disusun dan dimanfaatkan. oleh unit kerja

Jumiah Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan 34 83,8 2.850,0
dan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Terhadap Kebutuhan 100 1074 10.742,5
PKKR

Rasio Laporan Stock Alkon di Gudang 3 280,8 842,5
Pengembangan Mangjemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 60 16,7 1.000,0
dan BMN

0,0

&

21.500,0

Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai SAP BLK 2.595,0 0,0 0,0 0,0 25950
(Standar Akuntansi Pemerintahan)

23950 0,0 0.0 0.0 2.5950 | Pusat
Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0.0 1.200,0
Keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat
dipertanggung jawabkan

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 | Pusat
Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa BLK 6700 0,0 0.0 0.0 6700
sesuai dengan 6 Tepar

670,0 0,0 0,0 0.0 670,0 | Pusat




Presentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK BMN

0,0

0,0

0,0

01

Terwujudnya pengelolaan
kevangan dan BMN yang
akuntabel untuk mencapai
tingkat opini WTP

BLK 1.000,0 X 1.000,0
di semua Tingkatan yang kredibel
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 | Pusat
Jumiah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
dan BMN yang disusun dan dimanfaatkan oleh unit kerja
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 | Pusat
Jumlah Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BLK 2.850,0 0,0 0,0 0,0 2.850,0
Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang
dilaksanakan
2.850,0 06,0 0,0 0,0 2.850,0 | Pusat
Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Terhadap BLK 10.742,5 0,0 0,0 0,0 10.742.5
Kebutuhan PKKB
10.742,5 0,0 0,0 0,0 10.742,5 | Pusat
Rasio Laporan Stock Alkon di Gudang BLK 8425 0,0 0,0 0,0 8425
8425 0,0 0,0 0,0 842 5 | Pusat
Pengembangan Manajemen Sistem Informasi BLK 1,000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Pengelolaan Keuangan dan BMN
1.000,0 0,0 0,0 1.000,0

N

2

0,0




Persentase Laporan
Keuangan Satuan Kerja
sesuai SAP (Standar
Akuntansi Pemerintahan)

KE

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

Persentase Satuan Kerja
yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan
dengan tingkat akurasi
yang dupat dipertanggung
Jawabkan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0,0

Persentase Pengelolaan
Pengadaan Barang dan
Jasa sesuai dengan 6
Tepat

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Preseniase Barang
Inventaris tercatat pada
SIMAK BMN di semua
Tingkatan yang kredibel

KE

00

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah Kebijakan dan
Strategi Pengelolaan
Keuvangan dan BMN yang
disusun dan dimanfaatkan
oleh unit kerja

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Jumiah Pembinaan
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara
(BMN) vang dilaksanakan

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terhadap Kebutuhan
PKKB

KE

00

00

)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Rasio Laporan Stock
Alkon di Gudang

KE

0.0

0,0

2

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0
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Pengembangan 00-00-0000 00-00-0000
Manafemen Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan dan BMN
i ARG ERTY i . i : : AN .
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3, Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. Kegiatan : Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran

5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaanrnya
I .

Terlaksananya perencanaan program dan anggaran
vang mengacu pada pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah, penganggaran
terpadu dan berbasis kinerja

Jumlah kebijakan perencanaan program 4
dan anggaran yang berkualitas yang
dapat diimplementasikan

Persentase data basis perencanaan yang 96
lersedia tepat waki, lengkap, akurat
berbasis Teknologi [nformasi

Persentase ketersediaan perhitungan 160
target/sasaran program KKBPK (PPM
PA/PB dan Sasaran KS)

Cakupan perencanaan Program dan 3
Anggaran dari komponen pusat dan
perwakilan BKKBN Provinsi yang
akurat, tepat waktu dan akuntabel




IR LI

Jumlah perencanaan kerjasama Luar
Negeri yang mendukung Pembiayaan
Pembangunan KKB

Persentase unit Eselon IT yang 100
mempunyai Peta strategi, BSC dan Score
Card Eselon IIT dan IV program KKBPK

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan 35
Pembinaan Perencanaan Program dan
Angparan program KKBPK

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan{Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

0l Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada 3 9.250,0 3 3 4 11.000,0| 11.000,0] 12.000,0
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran
terpadu dan berbasis kinerja

Jumlah kebifakan perencanaan program dan anggaran yang 4 145,5 5820
berkualitas yang dapat diimplementasikan

Persentase data basis perencanaan vang tersedia tepat wakiu, 96 22 208,0
lenghkap, akurat berbasis Teknologi Informasi )

Perseniase ketersediaan perhitungan target/sasaran program 100 2.6 963.0
KKBPK (PPM PA/PB dan Sasaran KS)

Cakupan perencanaan Program dan Anggaran dari komponen pusat 3 19393 5.818.0
dan perwalkilan BKKBN Provinsi yang akurai, tepar wakiu dan

akuntabel

Jumlah perencanaan kerjasama Luar Negeri yang mendukung 2 635 1270

Pembiayvaan Pembangunan KKB




Thoh iR

DELLETIES

51

L

Persentase unit Eselon [l yang mempunyai Peta strategi, BSC dan
Score Card Eselon IIf dan IV program KKBFPK :
Jumiah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program 35 29,7 1.040,0

dan Anggaran program KKBPK

Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang

9.250,0

0,0

0,0 0,0 A 9.250,0
mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
Jumiakh kebijakan perencanaan program dan anggaran BLK 582,0 0,0 0,0 0,0 582.0
yang berkualitas yang dapat diimplementasikan
5820 0,0 0,0 0,0 582,0 | Pusat
Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat BLK 208.0 0,0 0,0 0.0 2080
waktu, lengkap, akurat berbasis Teknologi informasi
208,0 0,0 0.0 0,0 208,0 | Pusat
Persentase ketersediaan perhitungan target/sasaran BLK 963,0 0,0 0,0 0,0 963.0
program KKBPK {PPM PA/PB dan Sasaran K5}
963,0 0,0 0,0 0,0 963,0 | Pusat
Cakupan perencanaan Program dan Anggaran dari BLK 58180 0,0 00 00 58180
komponen pusat dan perwakilan BKKBN Provinsi yang
akurat, lepat waktu dan akuniabel
58180 0,0 0,0 0,0 5.818,0{ Pusat
Jumlah perencanaan kerjasama Luar Negeri yang BLK 1270 0,0 0,0 0,0 127,0

mendukung Pembiayaan Pembangunan KK




01

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

T

Terlaksananya perencanaan program dan
anggaran vang mengacu pada pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah,
penganggaran terpadu dan berbasis
kinerja

0.0

127,0 0,0 0,0 0,0 127,0 | Pusat
Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta strategi, BLK 3120 0,0 0,0 0,0 512,0
BSC dan Score Card Eselon Il dan IV program KXBPK
5120 0,0 0,0 0.0 512,0 | Pusat
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BLK l'.040,0 0,0 0,0 0,0 1.040,0
Perencanaan Program dan Anggaran program KKBPK
1.040,0 0,0 0,0 0,0 1.040,0 | Pusat

Jumlah kebijakan perencanaan KE

program dan anggaran yang
berkualitas yang dapat
diimplemeniasikan

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

)

Persentase data basis perencanaan KE
yang tersedia tepat wakiu, lengkap,
akural berbasis Teknologi Informasi

0,0

?

0.0

006-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

t)

0,0

Persentase ketersediaan perhitungan KE
target/sasaran program KKBPK
(PPM PA/PB dan Sasaran KS}

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

?

Cakupan perencanaan Program dan KE .

Anggaran dari komponen pusat dan

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0




perwakilan BKKBN Provinsi yang
akurat, tepat waktu dan akuntabel

Jumlah perencanaan kerjasama
Luar Negeri yang mendukung
Pembiayaan Pembangunan KKB

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0 6,0 0,0

Persentase unit Eselon Il yang
mempunyai Peta strategi, BSC dan
Score Card Eselon Ilf dan IV
program KKBPK

KE

0.0

0,0

)

00-00-0000

00-00-0000

0.0 0,0 0,0

Jumiah Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan Perencanaan Program
dan Anggaran program KKBPK

KE

0,0

0,0

t)

00-G0-0000

00-00-0000

0,0 00 0,0

Jakarta, 26 Oktober 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN
%r. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001



FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
1. Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
: Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Kementerian/Lembaga
2. Program

3, Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi : Biro Kepegawaian

ndanaannya

kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM pengembangan
Aparatur yang kompeten SDM
Jumlah Dokumen Perencanaan Pegawai 3
yang disusun
Jumlah Standar Kompetensi Jabatan 1
ASN
Persentase Profil Kompetensi Kekuatan 80
SDM Pegawai yang Komprehensif dan
Up To Date
Persentase Manajemen ASN dalam 98
Menjamin Pelaksanaan Sistem Merit
Persentase SDM BKKBN yang 93
menerapkan Budaya Kerja Cetlak Tegas
Persentase Pegawai yang Disiplin 97




Persentase Ketepatan Waktu
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Jumlah Pembinaan, Monitoring,
Evaluasi dan Motivasi ASN yang
dilaksanakan

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

S

s o it i 455 b et e+

01 | Meningkatnya pengelolaan adminstrasi kepegawaian tepat waktu dan 55% 8.520,0 5% 60% 63% 7.3500]7.600,0 [ 7.813,7
pengembangan SDM Aparatur yang kompeten pengembangan pengembangan | pengembangan | pengembangan
SDM SDM SD D
Jumiah Dokumen Perencanaan Pegawai yang disusun 3 3233 970,0
Jumlah Standar Kompetensi Jabatan ASN 1 1.100.0 1.100,0
Persentase Profil Kompetensi Kekuatan SDM Pegawai yang 80 13.1 1.050,0
Komprehensif dan Up To Date .
Persentase Manajemen ASN dalam Menjamin Pelaksanaan Sistem 98 7,1 700,0
Merit
Persentase SDM BKKBN yang menerapkan Budaya Kerja Cetak 93 54 500,0
Tegas
Persentase Pegawai yang Disiplin 97 4,1 400,0
Persentase Ketepatan Wakiu Penyelesaian Administrasi 100 18,0 1.800,0
Kepegawaian
Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Motivasi ASN yang 35 57.1 2.000,0

dilaksanakan

R T
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B. Sumber Pendanaan

ol

Meningkatnya pengelolaan adminstrasi kepegawaian tepat

PO LN TTEI NI

E

0,0

8.520,0 0,0 0,0 8.520,0
waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten
Jumlah Dokumen Ferencanaan Pegawai yang disusun BLK 970,0 0,0 0,0 0.0 970,0
9700 0.0 0,0 0,0 970,0 | Pusat
Jumlah Standar Kompetensi Jabatan ASN BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 | Pusat
Persentase Profil Kompetensi Keluatan SDM Pegawai BLK 1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0
yang Komprehensif dan Up To Date
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 | Pusat
Persentase Manajemen ASN dalam Menjamin BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Pelaksanaan Sistem Merit
7000 0,0 0.0 0,0 700,0 [ Pusat
Persentase SDM BKKBN yang menerapkan Budayva Kerja BLK 5000 0,0 0,0 0,0 5000
Cetak Tegas
5000 0,0 0,0 0,0 500.0 | Pusat
Persentase Pegawai yang Disiplin BLK 4000 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 | Pusat
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Administrasi BLK 1.800,0 0,0 0.0 0,0 1.800,0
Kepegawaian
1.800,0 0,0 0,0 0.0 1.300,0 | Pusat
Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Motivasi BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0

ASN vang dilaksanakan

2.000,0




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

'
bR

drffle

Meningkatnya pengelolaan
adminstrasi kepegawaian tepat
waktu dan pengembangan

SDM Aparatur yang kompeten

ey

Jumlah Dokumen KE 0.0 0,0 00-00-0000 00-00-0600 0,0 0.0 0,0
Perencanaan Pegawai
yang disusun

Jumlah Standar KE 0,0 0,0 (0-00-0000 00-00-0000 0.0 0,0 0,0
Kompetensi Jabatan ASN

Persentase Profil KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Kompetensi Kekuatan
SDM Pegawai yang
Komprehensif dan Up To
Date

Persentase Manajemen KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
ASN dalam Menjamin
Pelaksanaan Sistem Merit

Persentase SDM BKKBN KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 00 0,0

yang menerapkan Budaya
Kerja Cetak Tegas

Persentase Pegawai vang KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0.0 0,0
Disiplin

Persentase Ketepatan KE 0,0 0,0 00-06-0000 00-00-0000 0,0 0.0 0,0
Waktu Penyelesaian

Administrasi Kepegawaian
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Jumlah Pembinaan,

Monitoring, Evaluasi dan
Motivasi ASN yang
dilaksanakan

00-00-0000

Jakarta, 26 Oktober 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

%r. Ambar Rahayu, MNS

NIP:195803061986032001



FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. Sasaran Program : L.Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan

5. Unit Organisasi : Biro Umum

0l Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, 3 1344133 01 04 03 -
kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran

Jumlah Pembayaran gaji dan uang 13
makan dan tunjangan kinerja
(remuncrpsi)

Persentase cakupan pemeliharaan 90
gedung & bangunan kantor BKKBN

Pusat

Persentase cakupan pemeliharaan 90

kendaraan Dinas BKKBN Pusat

Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap 3
Kebersihan Kantor

Jumlah Pengembangan Perangkat Tata 1
Laksana Administrasi Umum

Jumiah kyalitas pelayanan 12
kerumahtanggaan ‘




Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap

Pelayanan Keprotokolan

indeks Kepuasan Pegawai terhadap 3
Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana 2
Perkantoran

Jumlah Kualitas Pelayanan Administrasi 12
Umum

Jumlah kualitas pelayanan TU Pimpinan 12
Peningkatan pembinaan program serta 34

monilering dan evaluasi pengeloiaan
administrasi umum yang berkualitas

7. Rincian Kegiatan

:

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

& Fhii b o LEET i PR N LR T TR A I e T

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan 3

134.413,3

ki

163.175,7 1 171.653,6

0l 1769183
dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
Jumliah Pembayaran gaji dan uang makan dan tunjangan kinerja 13 7.347.3 95.515.4
(remunerasi)
Persentase cakupan pemeliharaan gedung & bangunan kantor 90 110,6 9.950,0
BKKBN Pusar
Persentase cakupan pemeliharaan kendaraan Dinas BKKBN Pusat 90 25,6 23040
Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Kebersihan Kantor 3 27146 8.143.9
Jumlah Pengembangan Perangkat Tata Laksana Administrasi Umum 1 6950 6950
12 2807 3.368,0

Jumlah kualitas pelayanan kerumahtanggaan




Indeks Kepuasan Pimpinan .rerha Pelayanan Keprotokolan 3 3473 1.042,0
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Keamanan Kantor 3 45,7 1370
Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran 2 4.015,0 3.030,0
Jumlah Kualitas Pelayanan Administrasi Umum 12 153,8 1.845,0
Jumlah kualitas pelayanan TU Pimpinan 12 20,0 240,0
Peningkatan pembinaan program serta monitoring dan evaluasi 34 92,4 3.143,0
pengelolaan administrasi umum yang berkualitas

Terlaksananya pelayanan administrast perkantoran,

134.413,3

134.413,3
kerumahtanggaan dan pemeltharaan sarana prasarana
perkantoran
Jumlah Pembayaran gaji dan uang makan dan tunjangan BAK 95.515,4 00 0.0 0,0 955154
kinerja (remunerasi)
955154 0,0 0,0 0,0 95.515,4 | Pusat
Persentase cakupan pemeliharaan gedung & bangunan BAK 9.950,0 0,0 0.0 0,0 $.950,0
kantor BKKBN Pusat
9.950,0 0,0 0,0 0.0 9.950,0 | Pusat
Persentase cakupan pemeliharaan kendaraan Dinas BLK 2.304,0 0,0 0,0 0,0 23040
BKKBN Pusar
23040 0,0 0,0 0,0 2.304,0 | Pusat
Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Kebersihan Kantor - BLK 8.1439 0,0 0,0 0,0 8.1439
8.1439 0,0 0,0 0,0 8.143,9 | Pusal

)

?




Jumlah Pengembangan Perangkat Tata Laksana

BLK

0,0

G0

0,0

6950 I 695,0
Administrasi Umum
695,0 0,0 0,0 0,0 695,0 | Pusat
Jumiah kualitas pelayanan kerumahtanggaan BLK 3.368,0 0,0 0,0 0,0 3.368,0
3.368,0 0,0 0,0 0,0 3.368,0 | Pusat
Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap Pelayanan BLK 1.042,0 0,0 0,0 0.0 1.042,0
Keprotokolan
1.042,0 0,0 0,0 0,0 1.042,0 | Pusat
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan BLK 1370 0,0 0,0 0,0 1370
Keamanan Kantor
137,0 0,0 0,0 0.0 1370 | Pusat
Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran BLK 8.030,0 0,0 0,0 0,0 8.030,0
8.030,0 0,0 0,0 0,0 8.030,0 | Pusat
Jumiah Kualitas Pelayanan Administrasi Umum BLK 1.845.0 0,0 0,0 0,0 1.845.0
1.845,0 0,0 0,0 0,0 1.845,0 | Pusat
Jumlah kualitas pelayanan TU Pimpinan BLK 2400 0,0 0,0 0,0 240,0
2400 0,0 0,0 0,0 240,0 | Pusat
Peningkatan pembinaan program serta monitoring dan BLK 3.1430 0,0 0,0 0.0 3.143,0
evaluasi pengelolaan administrasi umum yang berkualitas
31430 0,0 0,0 0,0 3.143,0 | Pusat




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

L ki
01 | Terlaksananya pelayanan . ‘ 0,0]. 0,0
administrasi perkantoran,
kerumahtanggaan dan
pemeliharaan sarana prasarana

perkantoran
Jumlah Pembayaran gafi KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

dan uang makan dan
tunjangan kinerja
(remunerasi)

Persentase cakupan KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0,0 0,0
pemeliharaan gedung &

bangunan kantor BKKEN
Pusat

Persentase cakupan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
pemeliharaan kendaraan
Dinas BKKEN Pusat

Indeks Kepuasan Pegawai KE 0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 00 0,0
Terhadap Kebersihan
Kantor

0,0

i)

Jumlah Pengembangan KE 0,0 0,0 00-06-0000 00-00-0000 00 0,0
Perangkat Tata Laksana
Administrasi Umum

0,0

i)

Jumiah kualitas pelayanan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
kerumahtanggaan

Indeks Kepuasan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0,0 0,0
Pimpinan terhadap
Pelayanan Keprotokolan

Indeks Kepuasan Pegawai KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0.0 0.0 0,0
terhadap Pelayanan
Keamanan Kantor

Jumlah Ketersediaan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Sarana Prasarana
Perkanmtoran




Jumiah Kualitas

00

LEDYLEAPIN

00-00-0000

00-00-0000

KE 0,0 0,0 0,0 0.0
Pelayanan Administrasi
Umum
Jumlah kualitas pelayanan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
TU Pimpinan
Peningkatan pembinaan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

program serta monitoring
dan evaluasi pengelolaan
administrasi umum vang

berkualitas

Jakarta, 26 Oktober 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

r. Ambar Rahayu, MNS
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FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga " : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. Sasaran Program . |.Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4, Kegiatan : Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi
5. Unit Organisasi : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)

iatan(Output) dan Pendanaannya

¥

6. Sasaran Keg

Terselenggaranya dukungan manajemen

pengelolaan program Kependudukan, KB serta
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi

. T et o AR KB i

492231,

Persentase ketepatan Pembayaran Gaji 100
dan uang makan Pegawai (Perwakilan
BKKBN Provinsi)

Jumlah penyelenggaraan operasional dan 12
pemeliharaan perkantoran

Jumlah penyelenggaraan Manajemen di 6
Provinsi (Keuangan dan BMN,
Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan K
Ortala) '




7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) ‘

0t Terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program 34 492.331,1 34 34 34 504.889,3|535.182,71567.263 6
Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di

Provinsi

Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawal 3200 91,2 291.980,8
(Perwakilan BKKBN Provinsi)

Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 384 1583 60.775,7
perkantoran .

Jumlah penvelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan 198 704.9 139.574,6
BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Oriala)

01 Terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program 492.331,1 1.0 0,0 0,0 492.331,1
Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga di Provinsi
Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan BAK 291.980,8 0,0 0,0 0,0 291.980,8
Pegawai (Perwakilan BKKEN Provinsi)
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi DKI
Jakarta
5.326,9 0,0 0,0 0,0 5.326,9 | Provinsi Gorontalo
82690 0,0 0,0 0,0 8.269,0 | Provinsi Nusa
| Tenggara Timur
R.745,6 0,0 0,0 0.0 8.745.6 | Provinsi Sulawesi
Tengah

SN



9.013,6

0,0

0,0

[

3.013,6

Provinsi Lampung

A 0,0 "
10.261,2 0,0 0,0 0,0 10.261,2 | Provinsi Nanggroe |v*
Aceh Darussalam
5.526,1 0,0 0,0 00 5.526,1 | Provinsi Bangka | v
Belitung
7.950,7 0,0 0,0 0,0 7.950,7 | Provinsi Nusa v
Tenggara Barat
9.426,8 0,0 0,0 0,0 9.426,8 | Provinsi Sulawesi v
Utara
11.860,3 0,0 0,0 0,0 11.860,3 | Provinsi Sumatera | V'
Selatan
15.981,3 0,0 0,0 0,0 15.981,3 | Provinsi- Jawa s
Timur
5.957,5 0,0 0,0 0.0 5.957,5 | Provinsi Banten |V
92722 0,0 0.0 0,0 9.272.2 | Provinsi Bali v
7.313,0 0,0 0,0 0,0 7.313,01 Provinsi
Kalimantan Timur
8.962,0 0,0 0,0 0,0 8.962,0 | Provinsi Jambi
12.125,2 0,0 0,0 0,0 12.125,2 | Provinsi Di
Yogyakarta
4.790,2 0,0 0,0 0,0 4.790,2 { Provinsi Prop.
Sulawesi Barat
5.758,7 0,0 0,0 0,0 5.758,7 1 Provinsi Maluku
: Utara
6.230,9 0,0 0,0 0.0 6.230,9 { Provinsi Maluku
83237 0,0 0,0 0,0 8.323.7 | Provinsi
Kalimantan
Selatan
99594 0,0 0,0 0,0 9.959.4 | Provinsi Riau




0,0

0,0

18.864,1 A 0,0 18.864,1 | Provinsi Jawa
Tengah

4236,4 0,0 0,0 0,0 42364 | Provinsi Papua
Barat

9.188,2 0,0 0,0 0,0 9.188,2 | Provinsi Bengkulu

73156 0,0 0,0 0,0 7.315,6 | Provinsi Sulawesi
Tenggara

7.032,6 0,0 0,0 0,0 7.032,6 | Provinsi
Kalimantan
Tengah

10,5849 0,0 0,0 0,0 10.584,9 | Provinsi Sumatera
Barat

19.301,1 0,0 0,0 0,0 19.301,1 | Provinsi Jawa
Barat

43128 0,0 0,0 0,0 4.312,8 | Provinsi
Kepulauan Riau

7.2879 0,0 0,0 0,0 7.287.9 | Provinsi Papua

11.8326 0,0 0.0 0,0 11.832,6{ Provinsi Sulawesi
Selatan

10.177,7 0,0 0,0 0,0 10.177,7 | Provinsi
Kalimantan Barat

10.792.4 0,0 0,0 0,0 10.792.4 | Provinsi Sumatera
Utara

Jumlah penvelenggaraan operasional dan pemeliharaan BLK 60.775,7 0,0 0,0 0,0 60,773,7
perkantoran
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi DKI
Jakarta
821,1 0.0 0,0 0,0 821,1 | Provinsi Gorontalo
16403 0,0 0,0 0,0 1.640,3 | Provinsi Nusa

t)

Tenggara Timur




1322,

0,0

0,0

Provinsi Sulawesi

0,0 1.322,1

Tengah

1.836,2 0,0 0,0 0.0 1.836,2 | Provinsi Lampung

3.0282 0,0 0,0 0,0 3.028,2 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

1.6554 0,0 0,0 0,0 1.655,4 | Provinsi Bangka
Belitung

1.8915 0,0 0,0 0,0 1.891.5 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat

1.661.8 0,0 0,0 0,0 1.661.8 | Provinsi Sulawesi
Utara

1.606,9 0,0 0,0 0,0 1.606,9 | Provinsi Sumatera
Selatan

319748 0,0 0,0 0.0 39748 | Provinsi Jawa
Timur

1.169,2 0,0 0,0 0,0 1.169,2 | Provinsi Banten

1.556.4 0,0 0,0 0.0 1.556,4 | Provinsi Bali

1.255,8 0,0 0,0 0.0 1.255,8 | Provinsi
Kalimantan Timur

1.221,5 0,0 0.0 0.0 £.221,5 | Provinsi Jambi

2.106,4 0,0 0.0 0.0 2.106,4 | Provinsi Di
Yogyakarta

9540 0,0 0,0 0,0 954,0 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

i.306,1 0,0 0,0 0.0 1.306,1 | Provinsi Maluku
Utara

1.5983 0,0 0,0 0,0 1.598,3 | Provinsi Maluku

1.785.4 0,0 0,0 0,0 1.785 4 | Provinsi
Kalimantan

Selatan




0,0

0.0

0,0

2.128.8 K 2.128 8 | Provinsi Riau
4.756.,6 0.0 0,0 0,0 4.756,6 | Provinsi Jawa
Tengah
1.284 4 0,0 0,0 0,0 1.284.4 | Provinsi Papua
Barat
1.272,0 0.0 0,0 0,0 1.272,0 | Provinsi Bengkulu
1.426,0 0,0 0,0 0,0 1.426,0 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
1.872,9 0,0 0.0 0.0 1.872.9 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
2.040,8 0,0 0,0 0,0 2.,040,8 | Provinsi Sumatera
Barat
4.968,9 0,0 0,0 0,0 4,968,9 | Provinsi Jawa
Barat
876,1 0,0 0,0 0,0 876,1 | Provinsi
Kepulavan Riau
-1.527.5 0.0 0,0 0,0 1.527,5 | Provinsi Papua
2.011,7 0,0 0,0 0,0 2.011,7 | Provinsi Sulawesi
Selatan
2.004.4 0,0 0,0 0,0 2.004 4 { Provinsi
Kalimantan Barat
22145 0,0 0,0 0.0 2.214.5 | Provinsi Sumatera
Utara
Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi BLK 139.574,6 0,0 0,0 0,0 139.574,6
(Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian,
Umum, dan Ortala)
996,0 0,0 0.0 0,0 996.,0 | Provinsi DKI
Jakarta
43150 0,0 0,0 0,0 4.315,0 | Provinsi Gorontalo




0,01

0,0

52610

Provinsi Nusa

5.261,0 X 0,0
Tenggara Timur

42770 0,0 0,0 0,0 4.277,0| Provinsi Sulawesi

‘ Tengah

3.965,0 0,0 0,0 0,0 3.965,0 | Provinsi Lampung

4.409,0 0,0 0.0 0,0 4.409,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

4.764,0 0,0 00 0,0 4.764,0 | Provinsi Bangka
Belitung

4.165,0 0,0 0,0 0,0 4.165,0 | Provinsi Nusa
Tengpara Barat

3.668,0 0,0 0,0 0,0 3.668,0 | Provinsi Sulawesi
Utara

49790 0,0 0,0 0,0 4.979.0 | Provinsi Sumatera
Selatan

6.622.0 0,0 0,0 0,0 6.622,0 | Provinsi Jawa
Timur

31090 0,0 0,0 0.0 3.109,0 | Provinsi Banten

3.560,0 0,0 0,0 0,0 3.560.,0 | Provinsi Bali

5.150,0 0,0 0,0 0,0 5.150,0 | Provinsi
Kalimantan Timur

3.582,0 0,0 0.0 0,0 3.582,0 | Provinsi Jambi

2.880,0 0,0 0.0 0,0 2.880.0 | Provinsi Dy
Yogyakara

3.395,0 0,0 0.0 0,0 3.395,0 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

40100 0,0 0,0 0.0 4.010,0| Provinsi Maluku
Utara

39270 0,0 0,0 0,0 3.927,0 | Provinsi Maluku




0,0

0,0

6,0

3.933,0 A A 3.933,0 | Provinsi
Kalimantan
Selatan

31250 0,0 0,0 090 3.125,0 | Provinsi Riau

5.845,0 0,0 0.0 0,0 5.845.0 | Provinsi Jawa
Tengah

4.733,1 0,0 0,0 0,0 4.733,1 | Provinst Papua
Barat

3.405,0 0,0 0,0 0,0 3.405,0 | Provinsi Bengkulu

4.132,0 0,0 0.0 0,0 4.132,0 | Provinsi Sulawesi
Tenggara

4.417,0 0,0 0,0 0,0 4.4170 | Provinsi
Kalimantan
Tengah

5.331,0 0,0 0,0 0,0 5.331,0 | Provinsi Sumatera
Barat

4.890,0 0,0 0,0 0,0 4.890.0 | Provinst Jawa
Barat

3.655,0 0,0 0,0 0,0 3.655,0 | Provinsi
Kepulauan Riau

5.176,0 0,0 0.0 0,0 5.176,0 | Provinsi Papua

4.557,0 0,0 0.0 0.0 4.557,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan

46770 0,0 0,0 0.0 4.677,0| Provinsi
Kalimantan Barat

4.664,5 0.0 0,0 0,0 4.664.5 | Provinsi Sumatera

Utara




C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

0

—_

Terselenggaranya dukungan 0,0 0,0
manajemen pengelolaan
program Kependudukan, KB
serta Ketahanan dan
Kesejahteraan Kelvarga di
Provinsi

Persentase ketepatan KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

Persentase kelepatan KE 0,0 0,0 00-00-0000 G0-00-0000 0,0 0,0 0,0
Pembayaran Gaji dan

uang makan Pegawai
{Perwakilan BKKBN
Provinsi}

12]

Persentase ketepatan K
Pembayaran Gayi dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

00 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

2

Persentase ketepatan KE 0,0 0.0 00-00-0000 00-G0-0000 0,0 0,0 0,0
Pembayaran Gaji dan

uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

Persentase ketepatan - KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Pembayaran Gaji dan

uang makan Pegawai
{Perwakilan BKKBN
Provinsi}

Persentase ketepatan KE : 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai




(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

Perseniase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
{Perwakilan BKKBN
Provinsi}

KE

0,0

)

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provingsi}

KE

0,0

0,0

(0-00-0000

00-00-0000

00

0,0

0,0

gl

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Perseniase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Pravinsi)

KE

0,0

0,0

2

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwalilan BKKBN
Pravinsi)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

>

0.0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0,0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawal

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0,0




(Perwalkilan BKKBN
Provinsi)

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi}

KE

0,0

(]

0,6

)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Perseniase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0.0

6,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

>

0,0

0,0

2

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawar
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

2

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBEN
Provinsi)

KE

0,0

0.0

i)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

00

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0600

0,0

0,0

i

0.0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi}

KE

00

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,9

0.0

Persemase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai

KE

0,0

0,0

00-00-0000

006-00-0000

0,0

0,0

0.0




Provinsi)

(Perwakilan BKKBN

Persentase ketepatan
Pembayaran Gafi dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase ketepatan

Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN

Provinsi}

KE

0,0

0,0

00-00-0000

40-00-0000

0.0

0,0

)

0,0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0.9

i

0,0

i)

00-00-0000

00-00-0000

0,0

2

0,0

i)

0.0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gayi dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dun
nang makan Pegawar
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0,0

()

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0

Persentase ketepatan

Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN

Provinsi}

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0,0

Perseniase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai

KE

0,0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0,0

0.0




(Perwakilan BKKBN
Pravinsi)

Persentase ketepaitan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

>

0,0

0,0

Persentase ketepatan

Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKBN

Provinsi)

KE

0,0

0,0

00-60-0000

00-00-0000

06,0

0,0

0.0

Persentase kelepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
(Perwakilan BKKEN
Provinsi)

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-60-0000

0,0

a0

0.0

Persentase ketepatan
Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
{Perwakilan BKKBN
Provinsi)

KE

e

0.0

)-00-0000

D0-G0-0000

.0

0.0

a.0

Persentase ketepatan

Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
{Perwakilan BKKBN

Provinsi}

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Persentase ketepatan

Pembayaran Gaji dan
uang makan Pegawai
{Perwakilan BKKBN

Provinsi)

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
aperasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

M-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0




Jumiah penyelenggaraan

operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

00

0.0

00-00-0000

L )

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0060

0.0

0,0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
operasionad dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

00

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
aperasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.4

Jumiah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

40-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

a.0

0o

00-00-0000

00-00-0000

0.0

00

00

Jumiah penyelenggaraan
aperasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0,0

0.0

00-60-0000

00-00-0000

0.0

0.0

no

Jumiah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0004

00-00-0000

0,0

0.0

0.0




Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah peryelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0,0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-6000

0,0

a0

0,0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-006¢

00-00-0000

a.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

10-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

060-00-0000

0,0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0,0

0.0

0-00-0000

-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.4

M0-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penvelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

0.0

0.0

04-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

6,0




Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

00-00-6000

00-00-0000

0.0

Jumlah penyvelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

00

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

6.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-6000

0.0

a.0

0.0

Jumlah penvelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

0.0

a0

00-00-0000

G0-00-0000

4.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

a0

0.0

00-00-0000

00-00-6000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
aperasional dan
pemeliharaan perkantoran

KE

a0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,

KE

&0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

a.0




Kepegawaiagn, Umum, dan
Ortala)

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0.6

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
{Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

a0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortaia)

KE

0.0

00

80-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
Manrajemen di Provinsi
(Keuangan dan B8MN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

a0

.0

00-00-0000

{40-00-0000

0.4

.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

00

0.6

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
{Keunangan dan BMN,
Perencanaan,

KE

0.0

0.4

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

.0




Kepegawaian, Umum, dan
COrtala)

Jumlah penyvelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala}

KE

0.0

0,0

00-06-0000

00-60-0000

a0

0,0

0,0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

a0

0,0

00-00-0000

00-00-0000

0.¢

0.0

0.¢

Jumlah penyelenggaraan
Manafemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum. dan

Ortala)

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-60-0000

a0

00

.0

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan darn BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencangaan,

KE

.0

a.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0,0




Kepegawaian, Umum, dan
QOriala)

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
{Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-60-0000

0.0

0.0

0,0

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Pravinsi
{Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

a0

00-Ga-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penvelenggaraan
Manajemen di Provinsi
{Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

00

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0.0

00-60-0000

00-00-0000

2,0

0.0

0.0

Jumiah pempelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Urmem, dan
Oriala)

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0,0

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
{Keuangan dan BMN,
Perencanaan,

KE

a0

0.0

80-00-0000

00-00-0000

0.0

2.0

0,0




Kepegawaian, Umum, dan
Crtala)

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

00

06-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

a.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanauan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0.0

00-00-0600

00-00-0000

0.0

0.0

4,0

Jumlah penvelenggaraan
Manajemen di Provinsi
{Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala}

KE

0.4

4.0

00-00-0000

00-00-6000

0.0

0.0

2.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.4

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0,0

0.0

0.0




Kepegawaian, Umum, dan

Ortala)

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0.0

0.0

00-60-0000

00-00-0000

0.0

0.0

0.0

Jumliah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Kewangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Oriala)

KE

0.0

0.0

40-00-0000

00-00-0000

0.0

0,0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
Manafemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Criala)

KE

00

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

.0

0.0

Jumlah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

a0

0.0

00-00-0000

00-60-0000

0.0

0.0

2.0

Jumlah penyelenggaraan
Mangjemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Orwala)

KE

0.0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

.0

0.0

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,

KE

o0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0

0.0

a0




Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

Jumlah penyelenggaraan
Mangjemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala}

KE

0.0

0.0

00-00-6000

00-00-0000

0,0 0.0 0.0

Jumiah penyelenggaraan
Manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian, Umum, dan
Ortala)

KE

0,0

0.0

00-00-0000

00-00-0000

0.0 0,0 0.0

Jakarta, 26 Oktober 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS UTAMA BKKBN

Ir. Ambar Rahayu, MNS
NIP:195803061986032001



FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. Program : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. Sasaran Program . 1.Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
4. Kegiatan : Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi
5. Unit Organisasi : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

Terlaksananyza Program Kependudukan, Keluarga 34 1.420.572.8 01 04 05
Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah

Jumlzh sosialisasi dan diseminasi 4
kebijakan dan stratcgi pengendalian
penduduk yang dilaksanakan ditingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan 3
pengendalian penduduk dengan lintas
sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah sosialisasi kebijakan dampak 3
kependudukan dan pengembangan
model solusi strategik dampak
kependudukan

Peningkatan kerjasama pendidikan 3
kependudukan . ’




Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan
desiminasi kebijakan, strategi
operasional dan materi informasi tentang
akses dan peningkatan kualitas
pembinaan kesertaan ber-KB yang

| sesuai dengan standarisasi pelayanan KB

Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB
MEKJP), delayanan ganti cara (PA
MKIJP), pelayanan komplikasi berat,
Pencabuthn [mplant dan Kegagalan yang
ditindaklgnj uti

PB MKJP
(618.440) Ga

Jurnlah penggerakan pelayanan KB di
wilayan Khusus dan Galciltas

Persentase Faskes dan jejaringnya
{diseluruh tingkatan wilayah) yang
memberikan pelayanan KB dan KR
sesuai dengan standarisasi pelayanan

43.3

Persentase Faskes yang melakukan
promosi dan konseling Keschatan dan
hak-hak Reproduksi di Provinsi dan
Kab/Kota

27

Jumlah Provinsi yang mengembangkan
manajemen pelayanan KB dan
Keschatan Reproduksi, melalui
penguatan pelayanan MUYAN
kecamatan, dan jaminan ketersediaan
Alokon dan sarana-prasarana KB

16

Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan
diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah

Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan
pembentukan PPKS diseluruh tingkatan
wilayah

547

Jumlah provinsi yang melaksanakan
BKE Holistic Integrative

34




Jumlah provinsi yang melaksanakan
Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)
di Provinsi {Jumlah Penguatan GenRe di
seluruh tingkatan wilayah})

34

Jumlah kelompok BKL yang terbentuk
dan mendapat pembinaan

8081

Jumlah kelompok UPPKS yang
terbentuk dan mendapat pembinaan

8086

Jumlah Pembinaan dan sosialisasi
kebijakan, strategi dan materi advokasi
dan KIE pembangunan KKB

Jumiah Penayangan informasi KKB
melatui berbagai media cetak dan
elektronik, media luar ruang dan seni
dan budaya/tradisional

12

Jumlah Advokasi dan KIE program
KKBPK metalui mupen

581

Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB
bagi mitra kerja di setiap tingkatan
wilayah

81259

Jumlah Pembinaan mekanisme
operasional dalam penguatan pelayanan
dasar masyarakat

81259

Persentase kesertaan stakeholder dan
mitra kerja dalam implementasi program
KKBPK

40

Jumlah pengelolaan data dan informasi
program KKBPK di provinsi

Jumlah sistem informasi kependudukan
dan keluarga vang dimanfaatkan




7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

01 Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 34 14205728 34 34 34 1.258.956,0

1L.313.511,5 | 1.373.489,2

Pembangunan Kelvarga diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah sosiafisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi 132 104,5 13.792,0

pengendalian penduduk yang dilaksanakan ditingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian pendudik 99 144.4 14.295.0

dengan lintas sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Jumiah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan ' 99 131,8 13.044,0

pengembangan model solusi strategik dampak kependudukak

Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan " 99 3182 31.505,0

Jumiah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, sirategi 33 5694 18.789.,8

operasional dan materi informasi tentang akses dan peninghatan
kualitas pembinaan kesertaan ber-KB yang sesuai dengan
standarisasi pel

Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), pelayanan ganti 32 11.867.5 379.760,5
cara (PA MKJP), peiavanan komplikasi berat, Pencabutan Implant
dan Kegagalan yang ditindaklanjuti

Jumiah penggerakan pelayanan KB di wilayan Khusus dan ' 33 6243 20.603,5
Galciltas

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wi!éyah) 33 7385 24.369,1
yung memberikan pelavanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi

pelayanan

Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling 891 34,7 30.955,2

Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen pelayanan KB 32 1.118,8 35.800,0
dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN
kecamatan, dan jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana
KB




129

155,7

Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga 20.082,0
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan pembeﬁmkan PPKS diseluruh 33 2384 7.865,7
tingkatan wilayah ‘

Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative 33 2.000,0 66.000,0
Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/IM 33 1.969,7 65.000,0
dan BKR) di Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di seluruh

tingkatan wilgyah)

Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan 33 4356 143739
Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan 1 3318 10.948,9
Jumiah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi 9 183,0 18.117,5
advokasi dan KIE pembangunan KKB

Jumiah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak 396 87,1 344757
dan elektronik, media luar ruang dan seni dan buddaya/tradisional

Jumiah Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen 33 2450 3.084,1
Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap 33 84535 278.965,7
tingkatan wilayah

Jumiah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan 33 3.3273 109.799,9
pelayanan dasar masyarakat

Persentase kesertaan siakeholder dan mitra kerja dalam 33 956,1 31.5519
implementasi program KKBPK

Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di 62 2.159,0 133.859,1
provinsi

Jumlah sistem informasi kependudukan dan keluarga yang 34 1.1334 38.5342

dimanjaatkan




B. Sumber Pendanaan

01

Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana

1.420.572.8

0,0

0,0 0,0 1.420.572,8
dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi BLK 13.792,0 0,0 0,0 0,0 13.792,0
pengendalian penduduk yang dilaksanakan ditingkat
Provinsi dan Kabupatern/Koln
4260 0,0 0,0 0,0 426,0 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
456,0 0,0 0,0 0,0 456,0 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
4050 0,0 0,0 0,0 405,0 | Provinsi Sumatera
Barat
5350 0,0 0,0 0,0 535,0 | Provinsi Jawa
Barat
3090 0,0 0,0 0,0 309,0 | Provinsi
Kepulauan Riau
6420 0,0 0,0 0,0 6420 | Provinsi Papua
4600 0,0 0,0 0,0 460,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan
4560 0,0 0,0 0,0 456,0 | Provinsi
Kalimantan Barat
496,0 0,0 0.0 0,0 496,0 | Provinsi Sumatera
Utara
190,0 0,0 0,0 0,0 190,0 | Provinsi DK!
Jakarta
3220 0,0 0,0 0,0 322.0 | Provinsi Gorontalo
450,0 0,0 0.0 0,06 450,0 | Provinsi Nusa

Tenggara Timur




0.0

0,0 0,0 432,0 [ Provinsi Sulawesi

Tengah

4300 0,0 0,0 0,0 430,0 | Provinsi Lampung

4450 0,0 0,0 0,0 445,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

3090 0,0 0,0 0,0 309.0 | Provinsi Bangka
Belitung

3300 0,0 00] 0,0 330,0{ Provinsi Nusa
Tenggara Barat

4800 0,0 0,0 0,0 480,0 | Provinsi Sulawesi
Uitara

415,0 0,0 0,0 0,0 415,0 | Provinsi Sumatera
Selatan

670,0 0.0 0,0 0,0 670,0 | Provinsi Jawa
Timur

336,0 0,0 0,0 0,0 336,0| Provinsi Banten

3760 0,0 0,0 0,0 376,0| Provinsi Bali

4800 0,0 0,0 0,0 480,0 | Provinsi
Kalimantan Timur

3510 0,0 0,0 0,0 351,0| Provinsi Jambi

260,0 0,0 0,0 0,0 260,0| Provinsi Di
Yogyakarta

3220 0,0 0,0 0,0 322,0| Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

3600 0,0 0,0 0,0 360,0 | Provinsi Maluku
Litara

3840 0,0 0,0 0,0 384,0 | Provinsi Maluku

4370 0,0 0,0 0,0 4370 Provinsi
Kalimantan

Selatan




KIFIAY

372,0

0,0

0,0

0,0 372,0 | Provinsi Riau
625,0 0,0 0,0 0.0 625,0 | Provinsi Jawa
Tengah
471,0 0,0 6,0 0,0 471,0 | Provinsi Papua
Barat
3600 0,0 0,0 0,0 360,0 | Provinsi Bengkulu
Jumiah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian BLK 14.295.0 0,0 0,0 0,0 14.295,0
penduduk dengan lintas sekior di tingkat Provinsi dan
Kab/Kota
532,0 0,0 0,0 0,0 532,0 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
4260 0,0 0,0 0,0 426,0 | Provinsi
Kalimantan
Tenpah
470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 | Provinsi Sumatera
Barat
522,0 0,0 00 0,0 5220 ] Provinsi Jawa
Barat
342,0 0,0 0,0 0,0 342,0 | Provinsi
Kepulauan Riau
816,0 0,0 0,0 0,0 216,0 | Provinsi Papua
666,0 0,0 0,0 0,0 666.0 | Provinsi Sulawesi
Selatan
4260 0,0 0,0 0,0 426,0 | Provinsi
Kalimantan Barat
5520 0.0 0,0 0.0 352.0| Provinsi Sumatera
Utara
134,0 0.0 0,0 0.0 134,0 | Provinsi DKI
Jakarta
3080 0,0 0,0 0,0 308,0 | Provinsi Gorontalo




0,0

0,0

6480 0,0 X 648,0 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4280 0.0 0,0 0,0 428,0 | Provinsi Sulawesi
Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 $00,0 | Provinsi Lampung

458,0 0,0 0,0 0,0 458,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

3220 0,0 0,0 0,0 322,0 | Provinsi Bangka
Belitung

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0| Provinsi Nusa
Tenggara Barat

4800 0,0 0,0 0,0 480,0 | Provinsi Sutawesi
Utara

466,0 0,0 0,0 0,0 466,0 | Provinsi Sumatera
Selatan

660,0 0,0 0,0 0,0 660,0 { Provinsi Jawa

) Timtur

300,0 0.0 0,0 0,0 300,0| Provinsi Banten

306,0 0.0 0,0 0,0 306,0 | Provinsi Bali

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 [ Provinsi
Kalimantan Timur

3540 0,0 0,0 0,0 354,0| Provinsi Jambi

230,0 0,0 0,0 0,0 230,0| Provinsi D4
Yogyakarta

308,0 0,0 0.0 0,0 308,0 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

380,0 0 0,0 0,0 380,0 | Provinsi Maluku
Utara

406,0 0,0 0,0 0,0 406.0 | Provinsi Maluku




402,0

0,0

0,0 0,0 402,0 | Provinsi
Kalimantan
Sclatan
378,0 0,0 0,0 0,0 378,0 | Provinsi Riau
615,0 0,0 0,0 0,0 615,0 | Provinsi Jawa
Tengah
380,0 0,0 0,0 0,0 380,0 | Provinsi Papua
Barat
3300 0,0 0,0 0,0 330,0 | Provinsi Bengkulu
Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan BLK 13.044,0 0,0 0,0 0,0 13.044.0
pengembangan model solusi strategik dampak
kependudukan
410,0 0,0 0,0 0,0 410,0 | Provinsi Sulawesi
Tenpgara
360,0 0,0 0,0 0.0 360,0 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
4480 0,0 0,0 0,0 448.0 | Provinsi Sumatera
Barat
480,0 0,0 0,0 0.0 480,0 | Provinsi Jawa
Barat
350,0 0,0 0,0 0.0 350,0 | Provinsi
Kepulauan Riau
5500 0,0 0,0 0,0 550,0 | Provinsi Papua
4400 0,0 0,0 0,0 440.0 | Provinsi Sulawesi
Selatan
360,0 0,0 0,0 0,0 360,0 | Provinsi
Kalimantan Barat
4210 0,0 - 0,0 0,0 4210 | Provinsi Sumatera
Utara
192,0 . 4,0 0,0 ) 0.0 192.0 | Provinsi DK.I

Jakarta




3460

0,0

0,0

0,0 346,0 | Provinsi Gorontale

480,0 0,0 0,0 0,0 480.0 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

3700 0,0 0,0 0,0 370,0 | Provinsi Sulawesi
Tengah

370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 | Provinsi Lampung

4340 0,0 0,0 0,0 434,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

3500 0,0 0,0 0,0 350,0 | Provinsi Bangka
Belitung

3500 0,0 0,0 0,0 350,0 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat

3%0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 | Provinsi Sulawesi
Utara

460,0 0,0 0,0 0,0 460,0 | Provinsi Sumatera
Selatan

590,0 0,0 0,0 0.0 590,0 | Provinsi Jawa
Timur

3480 0,0 0,0 0,0 348.0 | Provinsi Banten

3550 0,0 0,0 0,0 355,0 ) Provinsi Bali

370,0 0.0 0,0 0,0 370,0 | Provinsi
Kalimantan Timur

352,0 0,0 0,0 0,0 352,0 | Provinsi Jambi

340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 | Provinsi Di
Yogyakarts

346,0 0,0 0,0 0,0 346,0 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

3400 0.0 0,0 0,0 340,0 | Provinsi Maluku
Utara

390,0 0,0 0,0 0,0 390,0 | Provinsi Maluku




0,0

360,0 , 0,0 0,0 360,0 | Provinsi
Kalimantan
Selatan

©352,0 0.0 0,0 0,0 352,0| Provinsi Riau -

560,0 0,0 0,0 0,0 560,0 | Provinsi Jawa
Tengah

410,0 0,0 0.0 0,0 410,0 | Provinsi Papua
Barat

370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 | Provinsi Bengkulu

Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan BLK 31.505,0 0,0 0,0 0,0 31.505,0

863,0 0,0 0,0 0,0 863,0 | Provinsi Sulawesi
Tenggara

9130 0,0 0,0 0,0 913,0 | Provinsi
Kalimantan
Tengah

1.198,0 0,0 0,0 0,0 1.198,0 | Provinsi Sumatera
Barat

1.388,0 0,0 0,0 0,0 1.388,0 | Provinsi Jawa
Barat

668,0 0,0 0,0 0,0 668,0 | Provinsi
Kepulauan Riau

1.015,0 0,0 0,0 0,0 1.015,0 | Provinsi Papua

1.154.0 0,0 0,0 0,0 1.154,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan

936,0 0,0 0.0 0,0 936,0 | Provinsi
Kalimantan Barat

1.263,0 0,0 0,0 0,0 1.263,0 | Provinsi Sumatera
Utara

428,0 0,0 0,0 0,0 428,0 | Provinsi DKI
Jakana

7450 0,0 0,0 0,0 745,0 | Provinsi Gorontalo




0,0

1.087,0 0,0 0,0 1.087,0 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

906,0 0,0 0,0 0,0 906,0 | Provinsi Sulawesi

) Tengah

973,0 0,0 0,0 0,0 973,0{ Provinsi Lampung

1.206,0 0,0 0,0 0,0 1.206,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

758,0 0,0 0,0 0,0 758,0 | Provinsi Bangka
Belitung

851,0 0,0 0,0 0,0 851,0 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Q66,0 0,0 0,0 0,0 966,0 | Provinsi Sulawesi
Utara

970,0 0,0 0,0 0,0 970,0 | Provinsi Sumatera
Selatan

1.595,0 0,0 0,0 0,0 1.595,0] Provinsi Jawa
Timur

951,0 0,0 0.0 0,0 951,0 ] Provinsi Banten

786,0 0,0 0,0 0,0 786,0 | Provinsi Bali

966,0 0,0 0,0 0,0 566,0 | Provinsi
Kalimantan Timur

886,0 0,0 0,0 0,0 886,0 | Provinsi Jambi

941,0 0,0 0.6 0.0 941,0 | Provinsi Di
Yogyakarta

644 0 0.0 0,0 00 6440 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat

g18,0 0.0 0,0 0,0 8180 | Provinsi Maluku
Litara

748,0 0,0 0,0 0,0 748,0 | Provinsi Maluku




8730

0,0

0,0

A 0,0 £73,0 ] Provinsi
Kalimantan
Selatan
846,0 0,0 0,0 0,0 846,0 | Provinsi Riau
1.567,0 0,0 0,0 0,0 1.567,0 | Provinsi Jawa
Tengah
810,0 0,0 0,0 0,0 810,0 | Provinsi Papua
Barat
786,0 0,0 0,0 0,0 786,0 | Provinsi Bengkulu
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, BLK 18.789,8 0,0 0,0 0.0 18.789,8
strategi operasional dan materi informasi tentang akses
dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-X 8
vang sesuai dengan standarisasi pel
618,0 0,0 0,0 0,0 618,0 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
453,0 0,0 0,0 0,0 453,0| Provinsi
Kalimantan
Tengah
660,0 0,0 0,0 0,0 660,0 | Provinsi Sumatera
Barat
919,0 0,0 0,0 0,0 919,0 | Provinsi Jawa
Barat
454,0 0,0 0,0 0,0 454.0 | Provinsi
Kepulauan Riau
9540 0,0 0,0 0,0 954,40 | Provinsi Papua
835,0 0,0 0,0 0,0 835.0 | Provinsi Sulawesi
. Selatan
574,0 0,0 0,0 0,0 §74,0 | Provinsi
Kalimantan Barat
515,0 0,0 0,0 0,0 515,0 | Provinsi Sumatera

Utara




156,0

0,0

0,0

A 0,0 X 156,0 | Provinsi DKI

Jakarta

387,0 0,0 0,0 0,0 3870 | Provinsi Gorontalo

842,0 0,0 0,0 0,0 8420 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

553,0 0,0 0,0 00 553,0 | Provinsi Sulawesi
Tengah

7210 0,0 0,0 0,0 721,90 | Provinsi Lampung

8280 0,0 0,0 0,0 828.0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

3840 0,0 0,0 0,0 384, | Provinsi Bangka
Belitung

5720 0,0 0,0 0,0 572,0 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat

462.0 0,0 0,0 0,0 462,0 | Provinsi Sulawesi
Utara

7270 0,0 0,0 0,0 727,0 | Provinsi Sumatera
Selaan

1,099.,0 0,0 0,0 0,0 1.096,0 | Provinsi Jawa
Timur

3820 0,0 0,0 0.0 382,0| Provinsi Banten

4220 0,0 0,0 0.0 422.0 } Provinsi Bali

4410 0,0 0,0 0,0 4410 | Provinsi
Kalimantan Timur

368,0 0.0 0,0 0,0 368,0 | Provinsi Jambi

385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 | Provinsi Di
Yogyakarta

420,0 0,0 0,0 0,0 420,0 | Provinsi Prop.

Sulawesi Barat




4530 0,0 0,0 0,0 453,0 | Provinsi Maluku
Utara
5450 0,0 0,0 0,0 545,0 | Provinsi Maluku
451,0 0,0 0,0 0,0 451,0 | Provinsi
Kalimantan
Selatan
3420 0,0 00 0,0 3420 | Provinsi Riau
202,83 0,0 0,0 0,0 902,8 | Provinsi Jawa
Tengah
5410 0,0 0,0 0,0 541,0 | Provinsi Papua
Barat
4240 0.0 0,0 0,0 4240 | Provinsi Bengkulu
Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), BLK 379.760,5 0,0 0,0 00 379.760,5
pelavanan ganti cara (PA MKJFP), pelayvanan komplikasi
berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan yang
ditindaklanjuti
3.534.6 0.0 0,0 0,0 3.534,6 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
4.067,0 0,0 0,0 0,0 4,067,0 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
6.722.8 0,0 0.0 0,0 6.722. 8 | Provinsi Sumatera
Barat
61.641,0 0,0 0,0 0,0 61.641,0 | Provinsi Jawa
Barat
2.081,6 0,0 0,0 0,0 2,081.6 | Provinsi
Kepulauan Riau
24520 0.0 0,0 0,0 2.452,01 Provinsi Papua
10.200,7 0,0 0,0 0,0 13,200,7 { Provinsi Sulawesi
Selatan
7.627.0 0,0 0,0 0,0 7.627.01 Provinsi
' : Kalimantan Barat




249373 0,0 0,0 0,0 24.937,3 | Provinsi Sumatera
Utara

15.808.8 0,0 0,0 0,0 15.808.8 | Provinsi DKI

' ’ Jakarta

1.866,7 0,0 0,0 0,0 1.866,7 { Provinsi Gorontalo

7.297,1 0,0 0,0 0,0 7.297,1 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

42342 0,0 0,0 0,0 4.234.2 | Provinsi Sulawest
Tengah

23.188,3 0,0 0,0 0,0 23.188,3 | Provinsi Lampung

32723 0,0 0,0 0,0 3.272,3 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

1.764,7 0,0 0,0 0,0 1.764,7 | Provinsi Bangka
Belitung

8.897,5 0,0 0,0 0,0 8.897,5 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat

4.7317 0,0 0,0 0,0 4.732,7 | Provinsi Sulawesi
Utara

16.200.4 0,0 0,0 0,0 16.200,4 | Provinsi Sumatera
Sclatan

43.290,2 0,0 0,0 0,0 43.290,2 | Provinsi Jawa
Timur

19.857,7 0,0 0,0 0,0 19.857,7 | Provinsi Banten

49898 0.0 0,0 0,0 4.989,8 | Provinsi Bali

7.764,5 0,0 0,0 0,0 7.764,5 | Provinsi
Kalimantan Timur

68724 0,0 0,0 0,0 6.872,4 | Provinsi Jambi

6.1324 0,0 0,0 0,0 6.132,4 | Provinsi Di
Yogyakarta




1.680,0 0,0 0,0 0,0 1.680,0 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat
3.549,0 0,0 0.0 0,0 3.549.0 | Provinsi Maluku
’ Utara
28353 0,0 0,0 0,0 2.835,3 { Provinsi Maluku
3.820,2 0,0 0,0 0,0 3.820,2 | Provinsi
Kalimantan
Selatan
9.428,6 0,0 0,0 0,0 9.428.6 | Provinsi Rian
53.554.8 0,0 0,0 0,0 53.554,8 | Provinsi Jawa
Tengah
1.516,3 0,0 00 0,0 1.516,3 | Provinsi Papua
Barat
39383 0,0 0,0 0,0 3.938,3 | Provinsi Bengkulu
Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayan Khusus BLK 20.603,5 0,0 0,0 0,0 20.603,5
dan Galciltas
648.0 0,0 0,0 0,0 648,0 | Provinsi Sulawesi
Tengpara
576,0 0,0 0,0 0,0 576,0 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
8670 0,0 0.0 00 867,0 | Provinsi Sumatera
Barat
8880 0,0 0,0 0,0 888.0 ] Provinsi Jawa
Barat
4430 0,0 0,0 0.0 443 .0 | Provinsi
Kepulauan Riau
9070 0,0 0,0 0,0 907,0 | Provinsi Papua
840,0 0,0 0,0 0,0 840,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan




576,0

0,0

‘ 0,0 0,0 576,0 | Provinsi
i Kalimantan Barat
i 6545 0,0 0,0 0,0 654,5 | Provinsi Sumatera
: Utara
221,0 0,0 0,0 0,0 221,0 | Provinsi DKI
Jakarta
; 402,0 0,0 0,0 0,0 402,0 | Provinsi Gorontalo
7460 0,0 0,0 0,0 746,03 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur
552,0 0,0 0,0 0,0 552,0 | Provinsi Sulawesi
Tengah
825,0 0.0 0,0 0,0 825,0 | Provinsi Lampung
746,0 0,0 0,0 0,0 746,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
4290 0,0 0,0 0,0 429.0 | Provinsi Bangka
Belitung
570,0 0,0 0,0 0.0 570,0 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 | Provinsi Sulawesi
Utara
: 7670 0,0 0,0 0,0 767,0 | Provinsi Sumatera
Selatan
1.152,0 0,0 0,0 0.0 1.152,01 Provinsi Jawa
; Timur
4320 0,0 0,0 0,0 432,0 | Provinsi Banten
5730 0,0 0,0 0,0 573,0| Provinsi Bali
570,0 0,0 0,0 0,0 570,0 ] Provinsi
Kalimantan Timur
5590 0,0 0,0 0,0 559,0 | Provinsi Jambi




0,0

0,0

425,0 0,0 425,0{ Provinsi Di
Yogyakarta
402,0 0,0 0,0 0,0 402,0 | Provinsi Prop.
‘ Sulawesi Barat
5100 0,0 0,0 0,0 510,0 | Provinsi Maluku
Utara
5590 0,0 0,0 0,0 559,0 | Provinsi Maluku
552,0 0,0 0,0 0,0 552,0 | Provinsi
Kalimantan
Selatan
516,0 0,0 0.0 0,0 516,0 | Provinsi Riau
9750 0,0 0,0 0,0 975,0 | Provinsi Jawa
Tengah
5910 0,0 0,0 0,0 591,0 | Provinsi Papua
Barat
530,0 0,0 0,0 0,0 530,0{ Provinsi Bengkulu
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan BLK 24.369,1 0,0 0,0 0,0 24.369,1
wilayah) yang memberikan pelayanan KB dan KR sesuai
dengan standarisasi pelayanan
5719,1 0,0 0,0 0,0 579,1 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
5462 0,0 0,0 0,0 546,2 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
830,6 0,0 0,0 0,0 830,6 | Provinsi Sumatera
Barat
1.986,5 0,0 0,0 0,0 1.986,5 | Provinsi Jawa
Barat
4414 0,0 0,0 0,0 441,4 | Provinsi
Kepulauan Riau
7622 0,0 0,0 0,0 762,2 | Provinsi Papua




1.074,4

0,0

0,0 0,0 1.074.4 | Provinsi Sulawesi

Selatan

6185 0,0 0,0 0,0 618,5 | Provinsi
Kalimantan Barat

7939 0,0 0,0 0,0 793,9 | Provinsi Sumatera
Utara

401,2 0,0 0,0 0,0 401,2 | Provinsi DKI
Jakarta

4452 0,0 0,0 0,0 445,2 | Provinsi Gorontalo

7237 0,0 0,0 0,0 723,7 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

555,1 0,0 0,0 0,0 555,1 | Provinsi Sulawesi
Tengah

8434 0,0 0,0 0,0 8434 | Provinsi Lampung

746,0 0,0 0,0 0,0 746,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

440,6 0,0 0.0 0,0 4406 | Provinsi Bangka
Belitung

6191 0,0 0,0 0,0 6191 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat

554.8 0,0 0,0 0,0 554.8 | Provinsi Sulawesi
Utara

876,7 0,0 0.0 0,0 876,7 | Provinsi Sumatera
Selatan

2.167,0 0.0 0,0 0,0 2.167.0 | Provinsi Jawa
Timur

6221 0,0 0,0 0,0 622.1 | Provinsi Banten

6346 0,0 0,0 0,0 634,6 | Provinsi Bali

5804 0,0 0,0 0.0 580.4 | Provinsi

Kalimantan Timur




5299 0,0 0,0 0,0 5299 | Provinsi Jambi
526,0 0,0 0,0 0,0 526,0 | Provinsi Di
Yogyakarta
436,1 0,0 0,0 0,0 436,1 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat
502,6 00 0,0 0,0 502,6 | Provinsi Maluku
Utara
550,7 0,0 0,0 0,0 550,7 | Provinsi Maluku
621,0 0,0 0,0 0,0 621,0 | Provinsi
Kalimantan
Selatan
5443 0,0 0,0 0,0 544,3 | Provinsi Riav
1.787,5 0,0 0.0 0,0 1.787,5 | Provinsi Jawa
Tengah
527.7 0,0 0,0 0,0 §27.7 | Provinsi Papua
Barat
501,4 0,0 0,0 0,0 5014 | Provinsi Bengkulu
Persentase Faskes yang melakukan promaosi dan BLK 30.955,2 0,0 0,0 0,0 309552
konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi
dan Kab/Kota
8919 0,0 0,0 0,0 891,9 | Provinsi Sulawesi
Tenggara
749,1 0,0 0,0 00 749,1 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
1.049.6 0,0 0,0 0,0 1.049 6 | Provinsi Sumatera
Barat
21116 0,0 0,0 0,0 2.111,6 | Provinsi Jawa
Barat
5254 0,0 0,0 0,0 $25.4 | Provinsi

Kepulauan Riau




1.0852

0,0

0,0

0,0

1.085,2 | Provinsi Papua.

1.336,2 0,0 0,0 0.0 1.336,2 | Provinsi Sulawesi
Selatan

766,5 0,0 0,0 0,0 766,5 | Provinsi
Kalimantan Barat

974,7 0,0 0,0 0,0 974,7 | Provinsi Sumatera
Utara

292.4 0,0 0,0 0,0 292 4 | Provinsi DKI
Jakarta

5419 0,0 0,0 0,0 5419 | Provinsi Gorontalo

916,1 0.0 0,0 0,0 916,1 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

7346 0,0 0,0 0,0 734.6 | Provinsi Sulawesi
Tengah

1.017.7 0.0 0,0 0,0 1.017,7 | Provinsi Lampung

10114 0,0 0,0 0,0 1.011,4 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

5594 0,0 0,0 0,0 5594 | Provinsi Bangka
Belitung

709,2 0,0 0,0 0.0 709.2 | Provinsi Nusa
Tenggara Barat

8305 0.0 0,0 0,0 830,53 | Provinsi Sulawesi
Utara

1.109,7 0.0 0,0 0,0 }.109,7 | Provinsi Sumatera
Selatan

2.797.1 0,0 0.0 0,0 2.797,1 | Provinsi Jawa
Timur

571,1 00 0,0 0,0 571, | Provinsi Banten

T04,6 0,0 0,0 0,0 704.6 | Provinsi Bali




0,0

0.0

0,0 ;) 689,0 | Provinsi
Kalimantan Timur
0,0 0,0 0,0 747,3 | Provinsi Jambi
0,0 0,0 0,0 635,0 | Provinsi Di
Yogyakarta
0,0 0,0 0,0 514,1 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat
0,0 6,0 0,0 687,3 | Provinsi Maluku
Utara
0,0 0,0 0,0 676,8 | Provinsi Maluku
0,0 0,0 0,0 794,1 | Provinsi
Kalimantan
Selatan
0,0 0,0 0,0 $93,0 | Provinsi Riau
0,0 0,0 0,0 2953 4 | Provinsi Jawa
Tengah
0,0 0,0 0,0 733,0 | Provinsi Papua
Barat
0,0 0,0 0,0 6472 | Provinsi Bengkulu
Jumlah Provinsi yang mengembangkan manafemen 0,0 0,0 0,0 35.800,0
pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui
penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan jaminan
ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana KB
0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Riau
0,0 0,0 0,0 0,0 { Provinsi Jawa
Tengah
0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Papua
Barat
00 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Bengkulu
0,0 0,0 00 0,0 | Provinsi Sulawesi

" | Tenggara




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 | Provinsi
Kalimantan
Tengah
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Sumatera
Barat
4,900,0 0,0 0,0 0,0 4.900,0 | Provinsi Jawa
Barat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi
Kepulauan Riau
4,500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 | Provinsi Papua
4.800,0 0,0 0,0 0,0 4.800,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan
3.800,0 0,0 0,0 0,0 3.800,0 | Provinsi
Kalimantan Barat
43000 0,0 0,0 0,0 4.300,0 | Provinsi Sumateta
Utara
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi DKI
Jakarta
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Gorontalo
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Sulawesi
Tengah
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Lampung
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Bangka
Belitung
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Nusa

Tenggara Barat




0,0

0,0

0,0

Provinsi Sulawesi

, 0,0 0,0
Utara
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0{ Provinsi Sumatera
Selatan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 { Provinsi Jawa
Timur
0,0 0,0 00 0,0 0,0 | Provinsi Banten
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi Bali
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ) Provinsi
Kalimantan Timur
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 | Provinsi Jambi
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 { Provinsi Di
Yogyakarta
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 | Provinsi Prop.
Sulawesi Barat
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 | Provinsi Maluku
Utara
4.500,0 0.0 0,0 0,0 4,500,0 | Provinsi Maluku
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Provinsi
: Katimantan
_ Selatan
Jumilah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan BLK 20.082,0 0,0 0,0 0,0 20.082,0
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
diseluruh tingkatan wilayah
520,0 0,0 0,0 0,0 520,0 | Provinsi Riau
1.014,0 0,0 0.0 0,0 1,014,0 | Provinsi Jawa
Tengah
593,0 0,0 0,0 0,0]. 593,0 | Provinsi Papua
Barat
4740 0.0 0,0 0,0 474,0| Provinsi Bengkulu




0,0

0,0

0,0

6430 643.0 | Provinsi Sulawesi
Tenggara

566,0 0,0 0,0 0,0 566,0 | Provinsi
Kalimantan
Tengah

820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 | Provinsi Sumatera
Barat

888,0 0,0 0,0 0,0 888,0 | Provinsi Jawa
Barat

4330 0,0 0,0 0,0 433,0 | Provinsi
Kepulauan Riau

853,0 0.0 0,0 0,0 853,0 | Provinsi Papua

788,0 0.0 0.0 0,0 788.,0 | Provinsi Sulawesi
Selatan

566,0 0.0 0,0 0,0 566,0 | Provinsi
Kalimantan Barat

813,0 0,0 4,0 0.0 813,0 | Provinsi Sumatera
Utara

2180 0,0 0,0 0,0 218,0 | Provinsi DK
Jakarta

3875 0,0 090 0,0 387.5 | Provinsi Gorontalo

728,0 0,0 0.0 0,0 728.0 | Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5430 0,0 0,0 0,0 543,0| Provinsi Sulawesi
Tengah

7200 0,0 0,0 0,0 720,0 | Provinsi Lampung

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 | Provinsi Nanggroc
Aceh Darussalam

4050 6,0 0,0 0,0 405,0 | Provinsi Bangka

Belitung
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